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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman
transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan hurif. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan
huriif serta tanda sekaligus. Daftar suriaf Arab dan transliterasinya dengan

huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
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L Ta Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain Komater balik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
a Qaf Q Ki
&l Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
O Nun N En
g Wau W We
> Ha H Ha
s Hamzah W Apostrop
< Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah A A
— Kasrah I |
= Dammah U U
Contoh:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. i Kataba

2. P Zukira

3. caly Yazhabu




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan Aurif maka transliterasinya gabungan Aurif, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
Serrnd) fathah dan ya Al adani
S fathah dan wau Au adanu
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. ST Kaifa
2. dss Haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huriif, transliterasinya berupa hurif dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
..l Fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya
s.. Kasrah dan ya I i dan garis di atas
5o pammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi

1 Ja QOala

2 Jé Qila

3. Jsi Yaqiilu

4 T Rama

4. Ta' Marbitah
Transliterasi untuk 7a’' Marbitah ada dua:
a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatzah, kasrah

atau gammah transliterasinya adalah /t/.



b. Ta' Marbiarah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya
adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta' Marbitah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta' Marburah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. JakY) dca g Raugdah al-asfal
2. sl Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan furif, yaitu hurif yang
sama dengan hurif yang diberi tanda Syaddah itu :

Contoh:
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. L, Rabbana
2. Jd Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan Aurif yaitu JI.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huriif Syamsiyyah dengan kata sandang yang
diikuti huraf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huraf Syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu Auraf /1/ diganti dengan hurif yang sama
dengan Aurif yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata
sandang yang diikuti oleh furiaf Qamariyyah di transliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti dengan hurif Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.
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Contoh:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. dadl Ar-rajala

2. By EN| Al-Jalalu
7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab hurif alif.

Contoh:
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Jsi Akala
2. Osaals Ta'khuzina
3. sl An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang
ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal
atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut
disatukan dengan yang lain sehingga ada huriif atau harakat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Jsm V) 2aak g Wa ma Muhammadun illd rasil

2. Omallad) @ allaaal) Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina
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9. Penulisan Kata
Pada dasarnya sectiap kata baik fi‘il, ism, maupun Aurif ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Auriaf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurif atau harakat
yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa

dirangkaikan.

Contoh:
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
i Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
1. OB 1N e sed ) o) 5
Wa innallaha lahuwa khairur-razigin
L Fa aufii al-Kaila wa al-mizana/ Fa
2. O el s JSI )5 8
auful-kaila wal mizana
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ABSTRAK

KOMALA SARI, NIM: 192131052, “PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM”. Maraknya kasus percobaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan
anak cukup mengkhawatirkan. Disisi lain anak memiliki hak —hak dasar yang harus
dipenuhi, dijaga dan dilindungi. Apabila seorang anak tersangkut dalam masalah
hukum sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah pidana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan
pertanganggungjawaban dan sanksi pelaku anak dalam percobaan pembunuhan
menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library
Research), dimana sumber data yang diperoleh melalui buku-buku serta dokumen
yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
normatif dilakukan dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
Dimana teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi (Content Analysis) dan
teknik analisis perbandingan (Comparative Analysis).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban dan sanksi anak sebagai pelaku percobaan tindak pidana
pembunuhan menurut hukum positif harus di lakukan upaya Diversi terlebih dahulu
dan sanksi hukumannya adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga,
dikurangi lagi setengah dari hukuman orang dewasa. Sedangkan menurut hukum
pidana Islam, anak bawah umur belum berhak dimintai pertanggungjawaban
pidana. Sedangkan sanksi pelaku anak dalam hukum Islam dibagi menjadi dua,
anak yang masih dalam kategori tamyiz tidak dapat dikenai sanksi hukuman,
sedangkan anak yang sudah masuk dalam kategori baligh akan dikenai sanksi
hukuman takzir.

Kata kunci: Percobaan pembunuhan, percobaan pembunuhan oleh anak
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ABSTRACT

KOMALA SARI, NIM: 192131052, “CRIMINAL ACCOUNTABILITY
OF CHILD ACTORS IN THE CRIMINAL ACTION OF ATTEMPTED
MURDER ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL
LAW?”, The rise in cases of attempted criminal acts of murder committed by
children is quite worrying. On the other hand, children have basic rights that must
be fulfilled, maintained and protected. If a child is involved in a legal problem as
much as possible to be kept away from the realm of crime

The purpose of this research is to find out the responsibility and sanctions
of child perpetrators in attempted murder according to positive law and Islamic
criminal law.

The method used in this research is library (Library Research), where the
source of data is obtained through books and documents related to the object of
research. Data collection techniques in normative research are carried out using
primary, secondary and tertiary legal materials. Where the techniques used are
content analysis techniques (Content Analysis) and comparative analysis
techniques (Comparative Analysis).

Based on the results of the research that has been done, it is concluded
that the responsibility and sanctions of children as perpetrators of attempted
criminal acts of murder according to positive law must be carried out by diversion
first and the maximum penalty is reduced by one third, reduced by half of the adult
sentence. Meanwhile, according to Islamic criminal law, minors are not yet entitled
to be held criminally responsible. While the sanctions for child offenders in Islamic
law are divided into two, children who are still in the tamyiz category cannot be
subject to punitive sanctions, while children who have entered the baligh category
will be subject to takzir sanctions.

Keywords: Attempted murder, attempted murder by children
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai yang termaktub dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal ini merupakan konsekuensi yang logis bahwa dalam kehidupan
bermasyarakat maupun penyelenggara negara akan diatur sesuai hukum
yang berlaku. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan menjamin
seratus persen keamanan setiap individu dari berbagai macam bentuk
kejahatan. Terlebih, pemberitaan tentang kejahatan tindak pidana seolah
tidak pernah berhenti. Mulai dari pemerkosaan, pencurian, penganiayaan
hingga percobaan tindak pidana pembunuhan.

Pada dasarnya, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur
tindak pidana yakni hukum pidana positif. Dalam bukunya Rohmanudidin
Tomalili yang berjudul Hukum Pidana, Soedarto berpendapat bahwa
hukum pidana berpangkal dari dua pokok yaitu (1) perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu, (2) pidana. Dimana menurutnya dengan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan
memungkinkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan
adanya pemberian pidana.® Selain dari pada itu, hukum pidana juga
mengatur mengenai perbuatan tertentu yang baru akan melaksanakan

kejahatan dengan niat yang membahayakan orang lain maupun benda

! Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta, 2019, him. 6.



hukum walaupun belum sempat menyelesaikan perbuatannya. Perbuatan
yang tidak selesai inilah yang dinamakan dengan percobaan atau poging.

Menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum
Nasional, dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa, “Mencoba
melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya
permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-
mata karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, “Mencoba melakukan
pelanggaran tidak dipidana”.? Perbuatan percobaan melakukan kejahatan
diatur dalam Buku | tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54
KUH Pidana. Adapun bunyi Pasal 53, (1) mencoba melakukan kejahatan
dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan
pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata
karena kehendaknya sendiri, (2) maksimum pidana pokok terhadap
kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga, (3) jika kejahatan diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima belas tahun, (4) pidana tambahan bagi percobaan
sama dengan kejahtaan selesai. Kemudian isi Pasal 54 menerangkan bahwa
“mencoba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana”.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi mengenai tindak pidana
percobaan (poging) yaitu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan

merupakan suatu bentuk kejahatan yang terletak dalam jiwa seseorang yang

2 Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Harapan, 1983,
him. 33.



mana hal ini melanggar norma-norma, baik norma agama dan adat-istiadat,
sekaligus bertentangan dengan norma di dalam hukum pidana serta
melanggar hak asasi manusia yakni hak untuk hidup. Tindak pidana
pembunuhan ini diatur di dalam KUHP Buku Kedua Bab XIX tentang
kejahatan terhadap nyawa. Adapun Pasal pembunuhan ini dijelaskan dari
Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Dalam hukum pidana Islam sendiri, peristiwa pidana biasa disebut
sebagai jarimah, yakni larangan-larangan syara’yang diancam Allah SWT.
Dalam masalah percobaan melakukan jarimah disinggung oleh para ulama
secara umum, yang mana menjelaskan mengenai fase- fase pelaksanaan
Jjarimah seseorang yang melakukan jarimah itu setidaknya melalui tiga
tahapan fase, yaitu:®
1. Fase Pemikiran (Marhalah al-Takfir);

2. Fase Persiapan (Marhalah al-Tahdhir);
3. Fase Pelaksanaan (Marhalah al-Tanfidz).

Adapun sanski dari pada perbuatan percobaan melakukan tindak
pidana adalah dihukum ¢a’zir, bukan gisas maupun had .

Pelaku jinayah dengan jenis ini telah Allah tentukan hukumannya

dalam Surat al- Maidah ayat 45 berikut ini:

3 Topo Santoso, 2001, Menggagas Hukum Pidana Islam, As Syamil Pres & Grafika,
Bandung, him.150.
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Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka
luka (pun) ada gisas nya. Barang siapa yang melepaskan (hak gisasnya),
maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim ”.*

Menurut Rahman Hakim dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”
pembunuhan merupakan perampasan atau peniadaan nyawa seseorang yang
dilakukan orang lain yang mana dalam hal ini mengakibatkan tidak
berfungsinya seluruh anggota tubuh yang disebabkan ketiadaan roh sebagai
unsur untuk menggerakan tubuh®. Dalam hukum Islam sendiri sanksi
Jjarimah bagi pelaku pembunuhan adalah jarimah gqisas yakni berupa

balasan yang seimbang atau yang sama®.Aturan mengenai pembunuhan ini

diatur di QS. Al Bagarah Ayat 178 yang berbunyi:

4 Thaha, Usman, Al-Quran dan Terjemahan Al-lkhlas, Jakarta Pusat: Samad, 2014. him. 109.

% Rahman Hakim, Hukum Pidana Islam, him. 24.

& Muhammad Amin Suma, Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, him. 90.
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178. Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) gisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,
perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat
(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah
keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih’.

Maraknya kasus tindak pidana salah satunya percobaan pembunuhan
tak jarang ditemukan kasus- kasus yang dilakukan oleh anak. Menurut UU
No. 30 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 di jelaskan bahwa
pengertian anak adalah setiap manusia yang dibawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan pengertian anak menurut
UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan®.

Terdapat sebuah kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh

seorang anak berusia 17 tahun di kecamatan Ramabang Niru pada 17

" Thaha, Usman, Al-Quran dan Terjemahan Al-lkhlas, him. 17.
8 Prints, Darwin, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, him. 201.



Desember 2021. Berawal dari pelaku yang bernama Denai KS warga
kecamatan Rambang Niru yang mengirim permintaan untuk bertemu dengan
korban Anggun MD via massanger dengan alasan ingin menunjukkan
rekaman seseorang Yyang membicarakan kejelekan korban, sehingga
terjadilah kesepakatan antara pelaku dan korban di TKP di Jalan Umum dekat
TPU Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Niru.

Sesampainya di TKP, dengan tanpa rasa curiga korban turun dari
mobilnya dan menghampiri pelaku. Tetapi kemudian pelaku langsung
mengerahkan pisau dan menusukkannya ke bagian perut korban. Pada saat
itu, korban masih bisa menahan pisau tersebut dengan tangannya. Sehingga
dari pada usahanya menahan serangan tersebut, korban mengalami luka
robek hingga 15 jahitan. Korbanpun segera dilarikan ke Puskesmas usai
terlihat oleh warga yang berada pada saat kejadian.

Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menciduk pelaku sekitar
pukul 15.00 di Desa Tebat Agung yang hendak menuju rumahnya. Pelaku
ternyata memiliki hubungan gelap dengan suami dari pada korban. Hal inilah
yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut.
Dikarenakan pelaku sakit hati kepada suami korban (Hendro) karena tidak
bertanggung jawab atas perbuatannya kepada pelaku dan pelaku ingin
membunuh korban agar dapat dan korban sama-sama tidak bisa memiliki
Hendro. Pun halnya dengan alasan mengapa pelaku melakukan percobaan
pembunuhan ini ditambah dengan pelaku yang beralasan sakit hati kepada

korban karena tidak membayar pelaku saat pelaku bekerja menanam bibit



eucalyptus. Akibat dari perbuatannya inilah, pelaku yang berusia 17 tahun ini
dikenai sanksi hukuman percobaan pembunuhan dengan dijatuhkan pidana
selama 2 tahun penjara.’

Terlepas dari kasus tersebut, secara historis Indonesia sudah cukup
banyak kasus percobaan tindak pidana yang lainnya. Terlebih banyaknya
fenomena percobaan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat
dikarenakan ketidaktahuan masyarakat yang beranggapan percobaan tindak
pidana tidak dapat dipidana atau dihukum, sebab percobaan yang dilakukan
belum tercapai atau selesai. Sehingga dari pada itu, sudah menjadi
konsekuensi yang logis bahwa setiap individu mempunyai kewajiban untuk
turut serta membantu pihak berwajib dalam memberantas dan
mengungkapkan setiap sisi kejahatan yang terjadi disekitar, pun halnya
dalam kasus-kasus percobaan pembunuhan.

Maraknya kasus percobaan pembunuhan yang tidak sedikit
pelakunya adalah anak-anak tentu menjadi kekhawatiran dan pr bersama.
Penelitian ini menarik dilakukan, sebab yang menjadi perhatian disini adalah
anak-anak yang berurusan dengan hukum pidana. Yang mana kecerdasan
emosionalnya belum cukup terbangun, sehingga ini  menjadikan
pertimbangan bagaimana memberikan intervensi kepada anak-anak yang
berurusan dengan hukum tadi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak dan

tanpa menghilangkan masa depan si anak itu sendiri. Apabila seorang anak

% Redaksi “Dendam ABG Selingkuhan Nyaris Hilangkan Nyawa IRT” dikutip dari
https://infomediakota.com/dendam-abg-selingkuhan-nyaris-hilangkan-nyawa-irt/ diakses 1 Maret
2023 Pukul 23.00 WIB.
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tersangkut dalam masalah hukum sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah
pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun
2012 tentang Peradilan Anak. Terlebih anak merupakan seseorang yang
dalam pemikiran belum memiliki kecakapan dalam berfikir dan
berkehendak. Sehingga perbuatannya belum bisa dipertangggung jawabkan.
Untuk membantu fenomena yang ada seperti kasus-kasus tersebut,
penulis ingin menguraikan tentang ketentuan pertanggungjawaban dan
ketentuan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan oleh anak menurut
hukum positif dan hukum pidana Islam. Yang mana akan diuraikan secara
mendalam oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjwaban
Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menurut
Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil rumusan yang
menjadi permasalahan dalam penjelasan diatas. Adapun rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana Kketentuan pertanggungjawaban pelaku anak dalam
percobaan pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana
Islam?

2. Bagaimana Kketentuan sanksi pelaku anak dalam percobaan

pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta pokok permasalahan di atas, maka
tujuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan ketentuan pertangungjawaban pelaku anak dalam
tindak pidana percobaan pembunuhan menurut hukum positif dan
hukum pidana Islam.

2. Untuk menjelaskan ketentuan sanksi pelaku anak dalam tindak pidana
percobaan pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana
Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan perkembangan ilmu
tentang percobaan tindak pidana pembunuhan oleh anak.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun
menambah pengetahuan mengenai percobaan tindak pidana
pembunuhan oleh anak baik dari hukum positif maupun hukum
pidana Islam.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam

bidang hukum terkait pertanggungjawaban anak pelaku percobaan
tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum

pidana Islam.
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b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam
bidang hukum tentang sanksi anak pelaku tindak pidana percobaan
pembunuhan oleh anak dari perspektif hukum positif dan hukum
pidana Islam.

E. Kerangka Teori
1. Teori Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan istilah dari terjemahan strarfbaar beit
atau delict yang artinya peristiwa pidana. sehingga dapat diartikan
bahwa strarfbaar beit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik memiliki arti sebagai
perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Andi Hamzah
berpendapat bahwa delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang
terlarang dan diancam oleh undang-undang pidana.®
2. Teori Pemidanaan
Dalam sistem hukum Indonesia terdapat 3 teori- teori dalam
proses pemidanaan diantaranya teori absolut (pambalasan). Menurut
teori ini seseorang dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan
kejahatan Tindak pidana. Teori relatif (maksud dan tujuan), menurut
teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah
bukan merupakan sebuah pembalasan, akan tetapi tujuan dari
pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori gabungan,

menurut teori ini dasar hukum pemidanaan adalah terletak pada

10 Rahmanudin Tomalili, “Hukum Pidana” (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 6.
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kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi
disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah
sebagai maksud tujuan dari pada hukum itu sendiri.!

3. Teori Jarimah

Pengertian Jarimah secara terminologi adalah larangan-larangan

syara™ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta ’zir.
Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang
dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu
perbuatan dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’. Jarimah
disebut juga jinayah, yang mempunyai beberapa pengertian, salah
satunya seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian
Jarimah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’
yakni perbuatan mengenai jiwa, harta, atau lainnya.'? Bila dilihat dari
segi berat-ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga bagian
yaitu jarimah hudud, jarimah gisas- diyat, dan jarimah ta’zir.®

Dalam suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana

haruslah unsur- unsurnya Terpenuhi. Adapun unsur- unsur yang

termasuk kedalam unsur jarimah yakni sebagai berikut:

1 Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia” (Jakarta: Pradnya Paramita,
1986), him. 34.

12 Ahmad Hanafi, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), him.

13 1bid., hIm. 7.
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Unsur Formil (Adanya Undang-Undang Atau Nash)

Unsur formil yaitu nash yang berisi larangan perbuatan dan
ancaman terhadapnya. Suatu perbuatan itu bisa dikatakan
pelanggaran terhadap syari’at apabila perbuatan tersebut telah
mengandung pelanggaran terkait ketentuan ditetapkan. Adapun
ketentuan yang telah ditetapkan yakni ketentuan syari’at yang
ditetapkan Allah dan ketentuan hukum yang dibuat manusia seperti
halnya undang- undang.

Unsur Materiil (Unsur Melawan Hukum)

Unsur materiil yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang
menimbulkan jarimah. Unsur materiil ini  meliputi perbuatan
melawan hukum. Secara sederhananya, perbuatan dalam unsur
materiil ini disebut sebgai tindak pidana (jarimah) dimana perbuatan
ini mengandung unsur melawan hukum.

Unsur Moril (Pelakunya Mukallaf)

Unsur moril (rukun adabi) yakni si pembuat adalah seorang

mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap

perbuatan jarimahnya.t*

14 Ahmad Wardi Muslich, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ”, (Jakarta: Sinar Grafika,

2004), him. 28.
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4. Teori Ugubah

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan ,,uqubah , lafaznya

berasal dari kata (<) yang bersinonim ( Jxéwoslussli>) yang berarti

pembalasan yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Menurut Abdul
Qadir Audah hukuman berarti sebuah pembalasan yang digunakan
untuk memelihara kepentingan di dalam masyarakat, karena adanya
suaty pelanggaran atas ketentuan- ketentuan syara’.

Maka uqubah adalah sebuah balasan yang diberikan secara
setimpal atas perbuatan si pelaku kejahatan yang membuat seseorang
menjadi korban akibat ulahnya. Dalam pengertian yang berbeda uqubah
bisa diartikan sebagai pemberian derita dan kesengsaraan bagi si pelaku
sebagai bentuk balasan oleh sebab perbuatan pelaku kepada orang lain
atau bisa disebut sebagai balasan yang diberikan kepada si pelaku akibat
perbubuatan yang telah melanggar syara.'®

Menurut penggolongan berat ringannya hukuman, jarimah yang
diancam hukuman dibagi menjadi:

a. Jarimah qisasdan diyat
Jarimah gisas dan diyat adalah jarimah yang keduanya telah
ditentukan oleh syara’ Perbedaannya dengan had adalah had

sendiri merupakan hal dari Allah (hak masyarakat), sedangkan gisas

15 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, (Tanggerang Selatan: Pt Nusantara Persada, 2018), him.
111.
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dan diyat adalah hak individu. Dalam hubungannya gisas dan diyat
adalah hak manusia. Jadi hukuman ini bisa dihapuskan atau bisa
disebut dimaafkan oleh korban dan keluarganya?®.
b. Jarimah hudud
Jarimah hudud adalah jarimah yang ancamannya dengan
Jjarimah had. Sedangkan jarimah had adalah hukuman yang
ditentukan oleh syara® yang dimana menjadi hak Allah (hak
masyarakat). Sehingga hukuman ini tidak dapat dihapuskan?2,
C. Jarimah ta’zir
Jarimah ta’zir adalah hukuman atas segala perbuatan
pelanggaran dan kriminalitas yang tidak secara tegas dan pasti dalam
hukuman Aad. Jadi, hukuman ini belum diterapkan oleh syara’dan
diserahkan kepada u/i/ amri, baik dari segi penentuan dan
pelaksanaan hukumannya?’.
5. Pembunuhan
Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa termasuk kedalam
delik maeriil, yakni suatu tindak pidana yang melarang timbulnya
karena suatu akibat tertentu. Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah
kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang mana

pembunuhan ini dilakukan dengan merampas hak hidup seseorang.!®

16 Marsaid, “Al- Figh Al-Jinayah ”, (Palembang: Rafah Press, 2020), him. 58.
12 1hid., him. 60.
17 Marsaid, Op.Cit., him. 62.

18 p_AF. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Cet, Ke-1, (Bandung, Bina Cipta, 1986), him.1.
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Sedangkan dalam hukum Islam dalam pendapat yang dikemukakan
Wahbah az-Zuhaili, Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang
mematikan, yang mana perbuatan itu dapat menghancurkan bangunan
kemanusiaan.®
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka atau sering disebut Literatur Review merupakan
sebuah proses mencari berbagai literature, hasil kajian atau study
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang
dijadikan sumber rujukan telaah pustaka tersebut adalah berupa teks,
disertasi, tesis, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan
telaah pusataka atau tinjauan pustaka. Maka penyusun mengemukakan
beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, ialah:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Igbal Nuzulyansyah Hukum
Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan
skripsi yang berjudul “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur
Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.
Perkara 7/ Pid.B/ 2015/ Pn.Kbj)” penelitian ini menggunakan penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakan dimana penelitian ini mengkaji
menggunakan data yang di peroleh dari dokumen baik buku maupun tulisan
sebagai penunjang penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

sanksi pemidanaan pembunuhan berencana oleh anak menurut hukum

19 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adilatuh, Cet. Ke-3,(Damaskus: Dar al-Kitab al-
‘Arabi,t.t),Jilid IT, him.6.
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positif.2’ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian saya
yaitu, penelitian ini menjelaskan mengenai percobaan tindak pidana
pembunuhan berencana oleh anak. Dimana hasil penelitian ini membahas
mengenai sanksi dan pertanggung jawaban pembunuhan berencana
menurut hukum positif dan hukum Islam berdasarkan analisis putusan.
Sedangkan pada skripsi saya menjelaskan mengenai ketentuan- ketentuan
percobaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara
umum tanpa adanya bentuk putusan yang mana nantinya hal ini akan
dikomparasikan terhadap hukum positif dan hukum pidana Islam tentang
percobaan tindak pidana.

Skripsi yang disusun oleh Andi Erykuswoyo Jurusan Hukum pidana
Universitas Hasauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan
Yuridis Terhadap Percobaan Dalam Delik Pencurian (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1784/Pid.B/2009/Pn. Mks.)” penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri
Makassar dengan data yang diperoleh dengan berinteraksi langsung
terhadap pihak yang terkait seperti hakim dan petugas lainnya. Tak hanya
itu data yang diperoleh juga dari hasil arsip, dokumentasi serta literatur
lainnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui delik pencurian
dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan saknsi percobaan

pencurian di kota makassar Studi Kasus Putusan Nomor:

2Muhammad Igbal Nuzulyansyah, Skripsi “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah
Umur Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. Perkara 7/ Pid.B/
2015/ Pn.Kbj)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
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1784/P1D.B/2009/PN. Mks).?* Adapun yang membedakan dalam skripsi ini
dengan penelitian saya yakni skripsi ini membahas mengenai putusan dalam
tindak pidana percobaan dalam pencurian yang mana diuraikan dengan
membahas delik dan unsur percobaan pencurian yang mana hasil ini
diambil dari kajian putusan serta pendapat hakim sebagai sumber utama
analisisnya. Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai sanksi dan
pertanggungjawaban percobaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan
oleh anak secara umum dalam sudut pandang hukum positif dan hukum
pidana Islam yang mana membahas jenis, Kriteria serta unsur- unsur
percobaan dalam tindak pidana tanpa adanya analisis putusan.

Skripsi yang disusun oleh Idam Kholid Jurusan Hukum Keluarga
Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Poging Pada Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif Dan
Fikih Jinayah” penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library
research) dengan menggunakan tiga pendekatan baik konseptual,
perundang undangan dan komparasi. Adapun tujuan dari pada penelitian ini
yakni untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum pidana di Indonesia
dan pandangan figh jinayah tentang percobaan dalam tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga.??> Adapun yang membedakan antara skripsi

2L Andi Erykuswoyo, Skripsi, “Tnjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam Delik Pencurian
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/Pid.B/2009/Pn. Mks.)”, (Universitas Hasanuddin Makassar,
2011).

22 Tdam Kholid, Sripsi, “Analisis Yuridis Poging Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Fikih Jinayah”, (UIN Maulana Malik Ibrahim,
Malang, 2022).
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ini dengan penelitian saya skripsi ini menjelaskan percobaan dalam tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana dalam hal ini lebih
menekankan pembahasan unsur dan aspek kepastian hukum dari pada
percobaan tindak pidana ini dengan hasil skripsi berupa analisis yuridis
hukum antara hukum di Indonesia dan figh jinayah. Sedangkan penelitian
saya menjelaskan mengenai percobaan tindak pidana percobaan
pembunuhan yang dilakukan oleh anak secara umum dan lebih luas yang
mana penelitian ini membahas mengenai sanksi, pertanggung jawaban
unsur, ketentuan dan kriteria percobaan dalam tindak pidana yang
diterangkan secara luas adapun hasil penelitian ini nantinya di
komparasikan antara hukum positif dan hukum pidana Islam.
G. Metode Penelitian
Penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode mutlak
diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif
dan rasioal guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut uraiannya:
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan penelitian berjenis penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian ini bisa juga dikatakan
sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Di dalam
penelitian ini merujuk kepada peraturan- pegraturan yang tertulis atau
bahan- bahan hukum lain. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian

kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber
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data sekunder yang ada di perpustakaan. ?* Studi kepustakaan
merupakan studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan
data. Dalam pengumpulan data ini bisa diambil dari material yang ada
dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dsb.

Studi kepustakaan dapat dipelajari dari buku referensi dan hasil
penelitian sebelumnya yang sejenis, hal ini berguna untuk mendapatkan
landasan teori mengenai masalah yang terkait. Sedangkan, menurut ahli
lain dalam studi kepustakaan ini merupakan kajian teoritis, referensi
serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma
yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.?*

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka peneliti
menggunakan data sekunder, yakni data yang didapat dari
keteranganketerangan atau pengetahuan secara tidak langsung melalui
studi kepustakaan, misalnya hasil- hasil penelitian, buku-buku dan
sumber tertulis lainnya. Adapun data yang diperoleh dari tiga sumber

yakni data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian:?

23 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif””; Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), hIm.177.

24 Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan
Praktik Konseling”, (Surabaya: Expressive Writing), him. 27.

25 Zainudin Ali, “Metode Penelitian”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), him. 106.
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a. Bahan Hukum Primer
Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara
langsung dari sumbernya yang sesuai dengan tema ini. Adapun data
yang dikumpulkan dari data kajian ini seperti: Al- Qur’an, Buku
Figh Jinayah dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder adalah data- data yang diperoleh dari buku
sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder
penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan
kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, Undang-undang, hasil
penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-
dokumen, buku, jurnal hukum, hasil penelitian yang berwujud
laporan dan seterusnya yang terkait dengan ketentuan hukum
pembelaan terpaksa baik pandangan dari hukum pidana di Indonesia
ataupun hukum pidana Islam?.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dalam hal ini bisa berupa kamus hukum, kamus

bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum Islam.

% Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), him. 95.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah
memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi pustaka yakni melakakukan penelusuran dan
menelaah bahan pustaka (dokumen, literatur, hasil penelitian, jurnal
ilmiah).

4. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan
cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk
kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran secara umum yang
jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan mendapat suatu
kesimpulan.?” Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen
atau isi dengan metode komparatif.

Penelitian analisis dokumen/analisis isi ini ialah penelitian yang
dilakukan dengan cara yang sistematis terhadap catatan dan dokumen
sebagai sumber data yang digunakan. Analisis ini disebut juga document
analysis yang mana ditunjukan untuk menghimpun dan menganalisis
dokumen resmi, yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dari
dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil- hasil penelitian.

Analisis ini dapat juga dilakukan terhadap buku-buku teks, yang bersifat

21 Zainuddin Ali, Op.Cit. ,him. 105.
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teoritis maupun empiris. Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui

makna, kedudukan dan hubungan antara konsep, kebijakan, program,

kegiatan, maupun peristiwa sehingga dapat diketahui manfaat, hasil
ataupun dampak dari hal- hal tersebut.?®

Dengan  analisis  komparatif ini  diharapkan  dapat
membandingkan antara dua pandangan baik secara hukum positif
maupun hukum pidana Islam, yang mana bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terkait
ketentuan-ketentuan mengenai percobaan tindak pidana atau poging.

Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah
penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan
rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka
disusunlah kerangka. sistematika pembahasan ini meliputi :

Bab | Pendahuluan : Bab ini memberikan gambaran secara umum dan
menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan
skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini dan sistematika penulisan.

Bab Il, Landasan Teori: Pada bab ini akan menguraikan tentang teori

tindak pidana, terori pemidanaan, teori jarmah, dan uqubah .

72.

28 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogjakarta: Pustaka IImu, 2020), him.
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Bab 111, Diskripsi data penelitian ini menguraikan masalah yang diteliti
yakni tentang tindak pidana percobaan pembunuhan oleh anak menurut hukum
positif dan hukum pidana Islam, yakni percobaan tindak pidana menurut hukum
positif dan hukum pidana islam, pembunuhan menurut hukum positif dan
hukum pidana islam, sistem peradilan pidana anak menurut hukum positif dan
hukum pidana islam, diversi menurut hukum positif dan hukum pidana islam,
serta data kasus percobaan pembunuhan.

Bab 1V, Analisis: Pada bab ini akan menganalisis terkait
pertanggungjawaban dan sanksi pelaku anak dalam tindak pidana percobaan
pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam

Bab V Penutup: Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan

merupakan jawaban dari pokok perasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



BAB I1
TINJAUAN PEMIDANAAN DAN ANAK SELAKU PELAKU
PEMBUNUHAN
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana sendiri memiliki
pengertian yang abstrak dari berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan
hukum pidana, maka dari pada itu tindak pidana sudah seharusnya diberikan
arti yang bersifat ilmiahdan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan
dari berbagai istilah yang digunakan dalam keseharian masyarakat.*

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam menjabarkan tindak
pidana diantaranya dengan istilah;
a. Strafbaar Feeit merupakan peristiwa pidana
b. Strafbaar Handlung, istilah yang digunakan oleh para Sarjana Hukum

Pidana Jerman yang diterjemahkan sebagai perbuatan pidana

c. Criminal Act yang berarti perbuatan kriminal.

Dalam bahasa Belanda, delik disebut sebagai Strafbaarfeit yang
berarti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
Sedangkan dalam bahasa asing, delik disebut sebagai delict yang memiliki

arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.

! Rahmanuddin, Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama,
2019), him.6.

24
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Lebih jelasnya, menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. > Dalam hukum pidana kita mengenal asas legalitas
merujuk pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu
perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam
Undangundang, yang ada terdahulu daripada perbutan itu”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons tindak pidana memiliki dua unsur yakni adanya
unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit). Yang
dimaksud unsur objektif adalah perbuatan seseorang yang akibat dari pada
perbuatan tersebut tidak terlihat, seperti kemungkinan adanya suatu keadaan
tertentu yang menyertai perbuatan itu merujuk dalam Pasal 281 KUHP sifat
openbaar atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif adalah orang
yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dolus dan culpa).
Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, sehingga kesalahan ini dapat
terhubung dengan akibat dari perbuatan atau keadaan perbuatan itu
dilakukan.?

Unsur-unsur subjektif yakni unsur subjek dan kesalahan, termasuk

pula unsur pertanggungjawaban pidana, diantaranya:

2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), him. 54.
3 Laurensius Arliman S, Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,
(Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015), him. 22.
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a. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan
lainlain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang
terdapat di dalm kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340
KUHP;

e. Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak
pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif yaitu unsur sifat melawan hukum, tindakan
terlarang serta dikenai ancaman oleh undang-undang bagi pelanggarnya dan
faktor-faktor objektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan atau tindak
pidana, diantaranya:

a. Sifat melanggar hukum atau weederrechtelijkbeid

b. Kualitas dari si pelaku, contohnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di
dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris
dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejaatan menurut Pasal 398
KUHP

c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

dengan suatu kenyataan sebagai akibat.



27

Perlunya memahami terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana.
Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana
bersifat teoritis, akan tetapi dalam prakteknya hal ini amat penting guna
menentukan keberhasilan untuk pembuktian-pembuktian perkara pidana.
pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin atau
pendapat para ahli maupun dari yuriprudensi yang turut serta memberikan
penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau
terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan
pengertian atau pemahaman sehingga memudahkan aparat penegak hukum

untuk menerapkan peraturan hukum.*

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Jinayah atau jarimah seringkali digunakan oleh para fugaha untuk
pengertian Tindak Pidana. Istilah jarimah sendiri memiliki kandungan arti yang
sama dengan istilah jinayah, baik dari segi bahasa maupun istilah. Jarimah
menurut bahasa merupakan kata jadian (Masdar) denga nasal kata jarama yang
artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah.
Sedangkan menurut istilah, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan syara“
yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadatau ta’zir). Secara terminology
Jarimah yaitu larangan-larangan atau syara™ yang diancam oleh Allah dengan
hukuman Audud dan ta’zir. Dalam hukum positif jarimah diartikan sebagai

peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.®

4 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, ( Yogyakarta : Teras, 2009), him. 45,
5 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Prenada Media Group,2019), him. 18.
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1. Unsur-Unsur Jarimah
Singkatnya, suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila memenuhi
syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi dua :
pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap
Jjarimah. Kedua, unsur Khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi
pada jenis jarimah tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur
umum jarimah adalah:®
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash) Artinya setiap
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dipidana kecuali adanya nash atau Undang-Undang yang mengatumya.
Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas,
yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan
pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang
mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah
ar-rukn asy-syar’i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada
perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman
yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash’. Kaidah lain
menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya
ketentuan nash’.
b. Unsur Materiil (sifat melawan hukum) Artinya adanya tingkah laku

seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun

® 1bid., Makhrus Munajat him.10
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sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut
dengan ar-rukn almadi.

Unsur moril (pelakunya mukalaf) Artinya, pelaku jarimah adalah orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang
dilakukannya. Dalam syari‘at Islam unsur moril disebut dengan ar-rukn
al-adabi. Haliman dalam desertasinya menambahkan, bahwa orang yang
melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan,
artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa
atau karena pembelaan diri. Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya
terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah
dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi
kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud
dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa
pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis
Jjarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya pada
Jjarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda.
Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu
milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada
penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa
benda itu berupa harta, ada pada tempat penyiapanan dan mencapai satu
nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sam dengan
Jjarimah hirabah (penyamunan), pelakunya harus mukallaf; membawa

senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata. Dengan
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demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus
pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya
satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus
bermacam-macam serta berbeda- beda pada setiap jenis jarimah .’
2. Macam-Macam Jarimah
Dalam pembagian jarimah menurut ulama’ salaf terdapat aturan
yang bersifat pasti, atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang
senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama“ khalaf.
Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam
mengkategorikan macam-macam tindak pidana (jarimah), sebagaimana
menurut pemikiran Abdul Qadir Audah yang mengkategorikan tindak
pidana atau jarimah menjadi 3 (tiga) macam;®
a. Jarimah hudud
Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman
had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas
mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat
dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut
kepentingan umum (masyarakat).
b. Jarimah Qisas— Diyat
Jarimah diyat yang diancam dengan hukuman gisas (hukuman

sepadan/ sebanding) dan atau hukuman diyat (denda / ganti rugi), yang

"1bid., him.11-12
8 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, ( Semarang : Karya Abadi Jaya,2015) hlm. 52.
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sudah ditentukan Batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai
hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun
keluargannya dapat memaafkan si pelaku. Akan tetapi menurut khallaf
pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ¢a’zir, jika
pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).
C. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zirialah jarimah yang diancam satu atau beberapa
hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak
ditentukan hukumannya dan hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan
penguasa (hakim).®

C. Pemidanaan Menurut Hukum Positif
Menurut Simons dalam teori hukum pidana menjelaskan bahwa hukum
pidana merupakan:

1. Semua larangan atau perintah yang diatur oleh negara yang diancam dengan
nestapa yakni berupa pidana bagi orang yang tidak menaati.

2. Semua aturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana,
dan semua ketentuan adalah yang memberikan dasar untuk penerapan dan
penjatuhan pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan
dan aturan yang diatur oleh negara dengan semua kewajibannya demi

menegakkan hukum yakni yang berupa melarang apa yang bertentangan dengan

® A. Dzazuli, Figih Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), him.187.

10 Lamintang “Hukum Penitensier Indonesia”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), him.231
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hukum (oncrecht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada siapapun yang

melanggar aturan itu. Istilah hukum pidana menurut Satochid Kartanegara dalam

Kumpulan Kuliah Hukum Pidana mengandung beberapa arti yakni pandangan

hukum pidana dari beberapa sudut.!

1. Hukum pidana obyektif atau disebut ius poenale yakni hukum pidana yang
dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, serta disertainya ancaman bagi
siapa saja yang melangarnya.

2. Hukum pidana subyektif atau disebut lus poeniendi hal ini hukum
menyangkup hak atau kewarganegaraan negara.'? Diantaranya adalah untuk:

a. Untuk menentukan larangan- larangan dengan tujuan mencapai
ketertiban hukum.
b. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana sebagai
wujud penjatuhan hukum bagi pelanggar aturan tersebut.
c. Untuk menjalankan sanksi dari negara kepada si pelanggar aturan.
Hukum pidana tanpa adanya pemidanaan sama halnya menyatakan orang
bersalah tanpa megetahui sebab dan akibat yang pasti dari kesalahannya. Sudarto
menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan persamaan dari penghukuman.

Sudarto juga menjelaskan bahwa: penghukuman berasal dari kata “hukum”,

sehingga dengan ini bisa diartikan penetapan hukum atau memutus beratkan

hukum. Mendapatkan atau memutuskan hukum dalam suatu peristiwa tidak

11 Siswanto Sunarto, “Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi)”, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2015), him.167.
12 Mulyati Pawennei, “Hukum Pidana”, (Jakarta: Mitra wacana Media, 2015), hlm.30.
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hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, namun juga pula dengan
hukum- hukum yang lain. Sehingga pengertian penghukuman disempitkan dan
disinonimkan dengan kata “pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana”
oleh hakim.!3
1. Tujuan Pemidanaan
Tujuan dalam pemidanaan tentunya adalah untuk melindungi
masyarakat guna memperoleh kesejahteraan, keseimbangan dan
keselarasan hidup di masyarakat untuk mempersatukan masyarakat, negara,
korban serta pelaku.* Dalam hal pemidanaan tujuan utamanya adakah
preventif dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan
menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, hal ini sering
disebut dengan incapation. Dengan diterapkannya deterrence (menakuti)
dalam pemidanaan tidak lain berfungsi untuk memberikan rasa takut guna
melakukan kejahatan (aliran klasik), pemidanaan bertujuan juga untuk
mendidik agar para pelaku kejahatan menjadi manusia yang lebih baik
sehingga mudah bergaul di masyarakat (aliran modern).
Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang
menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem
peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di

bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra

13 Chairul Huda, “Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),hlm. 128.

14 M. Sholehudin, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System &
Implementasinya”, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 59.
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adjudiaksi, adjudikasi dan pasca adjudiaksi yang mana menyebutkan bahwa
pemidanaan bertujuan untuk®®:
a. Mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan
ditegakkannya norma hukum demi pengayoman masyarakat.
b. Memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang baik dan berguna.
c. Menyelesaikan konflik tindak pidana yang telah ditimbulkan,
memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai di masyarakat
d. Membebaskan rasa bersalah dan memaafkan para terpidana.
2. Teori-Teori Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Dalam hal ini ada tiga teori untuk mencapai tujuan dari pemidanaan
yakni. 16
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Dalam hal ini penjatuhan disebabkan oleh seseorang yang telah
melakukan kejahatan. Pidana adalah sebuah alat yang digunakan
sebagai bentuk balasan terhadap seseorang yang melakukan tindak
pidana.l’ Teori ini mengemukakan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk
hal yang praktis, seperti halnya untuk memperbaiki penjahat.
Melainkan, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsur
untuk diberikannya hukuman pidana, hal ini akibat dari pada suatu

perilaku kejahatan. Teori pembasalasan ini dibagi menjadi atas

15 UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
18 Lilik Mulyadi, “Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus”, (Bandung: Pt. Alumni,
2012). HIm. 54.

17 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, him. 37,
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pembelaan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif
adalah pembalasan sebagai dari bentuk kesalahan yang telah dilakukan
oleh pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan sebagai
dari bentuk apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Karakteristik teori pembalasan ini bertentangan dengan konteks
sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan sistem permasyarakatan
yang dianut di dalam UU NO. 12 Tahun 1995). Serta pula bertentangan
dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, secara lugas
mengatakan bahwa, “pemidanaan tidak di maksudkan untuk
merendahkan martabat manusia”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini disebut juga sebagai teori utilitarian, lahir sebagai
reaksi terhadap teori absolut.'® Tujuan dari teori ini bukanlah sekedar
hanya untuk pembalasan, melaikan pula untuk mewujudkan ketertiban
yang ada di dalam masyarakat. Menurut Mulyadi dan Barda Nawawi
Arief mengemukakan bahwa: “Pidana bertujuan tidak hanya digunakan
untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah
melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuantujuan
tertentu yang lebih bermanfaat. Maka, daripada itu teori ini disebut
dengan teori tujuan (utilitarian theory). Jadi, dasar adanya pembenaran

dalam teori ini didasarkan pada tujuannya. Pidana tidak dijatuhkan

18 1bid., him. 40.
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dengan “quia peccatum est” (karena melakukan kejahatan) melainkan
“nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan suatu kejahatan)”.®

Jadi tujuan dari pidana menurut teori relatif ini yakni untuk
menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta berusaha untuk
mencegah kesalahan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain tujuan
ini bukan semata mata untuk membalaskan kejahatan yang telah
diperbuat seseorang melainkan untuk mewujudkan ketertiban umum
sehingga pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Teori relatif ini bisa disimpulkan bahwa dekat dengan sistem
hukum pidana di Indonesia. Karena, hal ini terbukti dengan
perkembangan teori permasyarakatan dan sistem permasyarakatan yang
terimplementasi di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem
permasyarakatan. Juga, terlihat pula kedekatannya dengan RUU KUHP
tahun 2005 pada Pasal 54.

c. Teori Gabungan

Teori ini bertujuan sebagai pembalasan kesalahan dari tindak
kejahatan serta juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan
ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan dari teori sebelumnya
sebagai bentuk dasar dari pemidanaan. Sehingga, tujuan adanya pidana

dari teori ini adalah sebagai sarana pencegahan tindak pidana serta

memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan

19 Muladi dan Barda Nawawi Arif, “Teori Dan Kebijakan Pidana” (Bandung: Alumni, 1992),
him. 17.
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berguna di masyarakat. Didalam teori gabungan ini memiliki 3 golongan

teori integratif yakni:

1) Teori integratif yang menitik beratkan pada balasan. Namun hal ini,
tidak boleh melampaui batas dan sudah cukup untuk
mempertahankan tata tertib di masyarakat.

2) Teori integratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib
yang ada di lingkungan masyarakat. Namun hal ini tidak boleh lebih
berat penderitaannya daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh
narapidana sebelumnya.

3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan dan
korelasi diantara hal tersebut.?°

3. Jenis-Jenis Pemidanaan
Dalam aturan KUHP yang dimana sebagai sumber hukum pidana
telah merinci jenis-jenis tindak pidana, sebagaimana dirumuskan di dalam
Pasal 10 KUHP. Dimana pidana di bendakan menjadi dua kelompok yakni
pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:
a. Pidana Pokok Yang Terdiri Dari:

1) Pidana Mati merupakan aturan hukuman pidana yang terberat.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 KUHP maupun di dalam hak
tertinggi bagi manusia. Karena pada pelaksanaannya menyangkut
hak hidup bagi manusia, dimana hak ini sesungguhnya ada di tangan

Tuhan. Dalam KUHP, aturan kejahatan yang diancam dengan

20 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana...,hlm. 45
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hukuman mati adalah kejahatan yang dipandang sangat berat dimana
aturan ini dijelaskan pada Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124
ayat (3) Jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat
(4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHP.
Pidana Penjara merupakan perenggutan kemerdekaan seseorang
dengan cara mengurung pelaku kejahatan dengan cara menaati semua
tata tertib yang ada di dalam penjara.
Pidana Kurungan Pidana ini merupakan perenggutan kemerdekaan
bagi si pelaku, sesuai dengan aturan Pasal 18 ayat (1) KUHP yakni
memisahkan si terhukum dari pergaulan hidupnya dengan ketentuan
kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.
Pidana Denda Pidana ini penjatuhan hukumannya berupa
pembayaran yang diharuskan sebagai wujud denda. Namun, pada
praktiknya pidana denda ini jarang sekali dijatuhkan. Penjatuhan
pidana yang biasanya dijatuhakan oleh hakim adalah pidana
kurungan atau penjara, kecuali apabila jika tindak pidananya hanya
diancam dengan denda saja. Maka, hakim tidak mungkin
memberikan pidana lain selain denda.
Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No0.20 Tahun 1946)
Pidana tambahan terdiri dari:

a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

b) Pidana perampasan barang- barang tertentu.
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¢) Pidana pengumuman putusan hakim.?:
D. Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Uqubah

Uqubah, berarti hukuman atau disebut juga siksa, sedangkan
menurut termilogy hukum Islam, a/- ugubah yakni hukum dalam pidana
Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
Uqubah berasal dari agaba yang artinya mengiringnya dan datang dari
belakang. Pengertian menurut bahasa ini tidak berbeda jauh dari pengertian
menurut istilah yang artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang
dilakukannya. Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa
pengertian pertama menjelaskan sesuatu dapat disebut sebagai hukuman
apabila la mengiringi perbuatan sebagai mana terdapat perbuatan lain yang
sebelumnya sudah dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat
disimpulkan jika hukumtaan adalah sesuatu yang di dapat setelah
melakukan perbuatan yang menyimpang dan disebut sebagai balasan.
Syariah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.

Definisi  hukum menurut Abdul Qadir, beliau berpendapat
“hukuman ketika ia datang setelah dilakukannya pelanggaran perintah syara
yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”. Dari definisi
tersebut dapat dipahami lebih dalam lagi bahwa hukuman adalah
pembalasan yang mana harus diterima oleh seseorang yang telah melanggar

ketentuan syara yang mana tujuan daripada hukuman ataupun pembalasan

2L 1bid., him. 50.
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ini ialah demi memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan tidak
lupa demi kepentingan individu.??
Tujuan Hukuman
Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan
umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan
sekaligus akan ditegakkam keadilan. Hukuman yang ditegakkan dalam
syari“at Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan represif
(pendidik). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu
aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka
akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai, dan penuh
dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa
perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama. Secara Umum hukuman
dalam Hukum Pidana Islam bertujuan sebagai berikut :
a. Pencegahan.
Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat
Jjarimah agar ia tidak mengulangi gi perbuatan jarimahnya. Di samping
mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang
lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan Jarimah, sebab
ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku
juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan
perbuatan yang sama. Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat

dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam,

22 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum...,hlm. 136
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sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi
kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan

kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan.

. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik
pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam
terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan
timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi Jarimah
bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri
dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat
rida dari Allah SWT. Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk
mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa
kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis
hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus
dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.

Pembalasan (Retributif)

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan
dalam Al Quran surat al-Maidah (5): 38. Di dalamnya disebutkan
bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan
pencuri wanita merupakan pembalasan (jaza) terhadap perbuatan jahat
yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Meskipun begitu,

yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman
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pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (gisas) didasarkan pada
gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi”.
Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara
mengeksekusi hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan
cara korban mengalaminya, dan di bawah pengawasan otoritas, di
samping ahli waris dapat melaksanakan hukuman mati.

d. Penghapusan Dosa (Taubat)

Penjatuhan pidana dalam Hukum Pidana Islam bertujuan untuk
menebus dosa (kesalahan) yang telah dikerjakan. Tujuan ini disebut
juga Aspek rehabilitasi, dimana pelakunya menebus dosa-dosanya dan
tidak akan dihukum lagi di akhirat atas perbuatan tersebut.

e. Kemaslahatan

Penjatuhan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan
bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk
kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa
hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan
sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-
Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan
hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud
melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

3. Bentuk-Bentuk Ugubah
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Hukuman dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa

bagian, dengan dengan meninjaunya dari berberapa segi, dalam hal ini ada

lima penggolongan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang

lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Hukuman pokok (Ugqubah asliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti
hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus
kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah
pencurian.

Hukuman pengganti uqubah badaliyah, yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat
dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda)
sebagai pengganti hukuman gisas atau hukuman ta’zir sebagai
pengganti hukuman Aad atau gisas yang tidak bisa dilaksanakan.
Hukuman tambahan wuqubah taba’iyah, yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara
tersendiri. Misalnya, larangan menerima warisan bagi yang
membunuh orang yang diwariskan, sebagai tambahan untuk
hukuman gisas atau diyat di samping hukuman pokoknya.

Hukuman pelengkap wuqubah takmiliyah, yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan

tersendiri dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman
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tambahan. Misalnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah

dipotong lehernya.

5) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat

ringannya hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a)

b)

Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas
tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera)
sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali).
Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk
menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman
itu hanya satu macam.

Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan
batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan
kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua
batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah -

jarimah ta’zir.

6) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman,

hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a)

Hukuman yang sudah ditentukan wuqubah maqgaddarah, yaitu
hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh shara,, dan
hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi,
menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan uqubah
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lazimah, Karena uli al-amr tidak berhak untuk menggugurkan
atau memaafkan.

b) Hukuman yang belum ditentukan wuqubah gayr muqaddarah,
yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih
jenis dari sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh shara,, dan
menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan
pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan
uqubah mukhayyarah kKarena hakim dibolehkan untuk memilih
di antara hukuman-hukuman tersebut.

7) Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi
menjadi tiga, yaitu:

a) Hukuman badan, wuqubah badaniyah, yaitu hukuman yang
dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan
penjara.

b) Hukuman jiwa uqubah nafsiyah, yaitu hukuman yang dikenakan
atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan
atau teguran.

¢) Hukuman harta uqubah maliyah, yaitu hukuman yang dikenakan
terhadap harta seseorang seperti diyah, denda dan perampasan

harta.



E. Konsep Anak Dalam Hukum Dan Ketentuan Batasan Umur Anak

1. Pengertian Anak
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Anak dalam hukum positif diartikan sebagai orang yang belum
dewasa, yakni dikategorikan orang yang masih di bawah umur atau keadaan
di bawah umur dan disebut sebagai anak karena masih berada dalam
pengawasan wali. Pengertian anak sendiri menurut hukum dapat berbeda-
beda sesuai tempat, waktu dan untuk keperluan apa karena hal ini bisa
mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.?®
Pengertian anak ini sangatlah penting karena berkaitan dengan upaya dalam
perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana terhadap seorang
anak yang apabila melakukan tindakan criminal, dalam usia berapakah
seorang anak yang melakukan kejahatan kriminal bisa dipertanggung
jawabkan perbuatannya.?*

Batasan Umur Anak

Seorang anak dapat dikenakan suatu hukuman atas apa yang
dilakukannya, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam,
apabila dapat dikatakan cakap hal ini bisa digolongkan dalam kriteria
baligh, dewasa dan berakal dapat dijadikan tolak ukur untuk mendapat
akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Orang berakal pasti

sudah diketahui perilakunya. Namun ketentuan baligh (dewasa) ini harus

23 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana...,him.10

24 Paulus Hadisuprapto, Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya (Malang:

Selaras, 2010), him. 1.
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dikaji terlebih dahulu. Ulama figh memiliki perbedaan dalam menentukan
kondisi seseorang dikatakan dewasa yakni pertama pendapat yang
menyatakan seseorang dikatakan sudah dewasa apabila sudah keluarnya air
mani baik karena mimpi atau karena lainnya sesuai dengan Q.S. An-Nur;
24;59. Yang kedua pendapat apabila tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.
Yang ketiga pendapat mencapai batasan usia tertentu. Dalam hal ini madzab
Syafi’l dan Hambali menuturkan bahwa usai baligh adalah 15 tahun,
sedangkan madzab malikiyyah menuturkan 18 tahun untuk laki-laki dan 17
tahun untuk perempuan. # Sedangkan dalam hukum positif ketentuan
batasan usia anak yang bisa dikenai pidana adalah 18 tahun. sebagaimana
dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak.
F. Pembunuhan Menurut Hukum Positif
Pengertian Pembunuhan secara terminologi adalah tindakan
membunuh, perbuatan membunuh. % Sedangkan dalam istilah KUHP,
pembunuhan ialah sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain.?’
Dari definisi tersebut, tindak pidana pembunuhan termasuk delik
material, apabila delik tersebut dilakukan sampai selesai oleh pelakunya dan

timbul akibat yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang- Undang.

% http:www.academia.edu/10006005/Dewasa_Menurut_Hukum_Islam.(NahrowiSalam)
diakses pada selasa 3 Januari 2023 Pukul 21.24 WIB.
26 \W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet.
ke-5, h. 169.
27 p_AF. Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1, h. 19.
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Berdasarkan bentuk kesalahan dalam menghilangkan nyawa orang lain dapat
berupa kesengajaan (dolus) dan tidak sengaja (culpa) sehinggga dalam
perbuatan ini bisa terjadi dengan perencanaan dan atau tanpa perencanaan.
Maka berdasarkan unsur kesalahan tersebut, tindak pidana pembunuhan dapat
dibagi menjadi:
1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

a. Pembunuhan biasa

Tindak pidana ini dijelaskan pada Pasal 338 KUHP yang
merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In Zijn
Grindvorm), vaitu delik yang di rumuskan secara lengkap unsur
unsurnya.

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP ini adalah:
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja
dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam,
karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau
pidana penjara Pembunuhan dengan pemberatan (Gequalificeerde
Doodslag) Hal ini diatur di dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:
“pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan
yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika
tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya

daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dngan
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melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman
penjara seumur hudup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh
tahun”.

2. Pembunuhan berencana (moord)

Hal ini diatur di dalam Pasal 340 KUHP, dijelaskan bahwa:
“barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara semur hidup atau penjara selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 2

3. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan oleh korban sendiri

Dalam kejahatan ini mempunyai unsur yang berbeda dan khusus,
karena atas kemauan atau permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan
sungguh- sungguh/ nyata (ernstig). Tidak cukup hana dengan persetujuan
belaka, karena dalam hal ini tidak memenuhi Pasal 334 KUHP.
“barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat
tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara paling
tinggi dua belas tahun”.

4. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja merupakan bentuk

kejahatan yang tidak disengajai oleh pelaku. Adapun aturan ini dijelaskan

dalam Pasal 359 KUHP sebagai berikut: “barangsiapa karena kealpaannya

28 p A F. Lamintang, op.cit., him. 44.
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menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.?®
G. Pengertian Dan Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Pidana
Islam

Pembunuhan secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Abdul
Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan
seseorang yang dilakukan untuk menghilangkan jiwa seseorang oleh perbuatan
orang yang lain. Sedangkan pembunuhan dalam istilah menurut Wahbah
Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib yakni pembunuhan adalah
perbuatan yang dilakukan menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.*

Dari definisi tesebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah
perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan
hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun
tidak sengaja. Dalam pembagian pembunuhan, Jumhur Ulama membagi
pembunuhan menjadi tiga macam yakni:

Pembunuhan dengan sengaja (gat/ al-amd) Yakni perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja untuk membunuh karena adanya permusuhan
terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya untuk
mematikan, melukai atau benda- benda yang berat baik secara langsung maupun

tidak langsung sehingga mengakibatkan seseorang terluka dan membawa

29 Ladeng Marpaung, Unsur-unsur Yang Dapat Dihukum (Delik), (Jakarta: Sinar Grafika,
1991), cet. ke2, h. 30.
30 Azwar Nurhadi, Skripsi, Pembunuhan Menurut Islam, ( Makasar: 2002 ), cet. ke-3. h, 21.
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kepada kematian. Ataupun perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan
nyawa menggunakan alat yang semestinya dilakukan untuk membunuh dan
dikehendaki si pelaku.®!

1. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (Qat/ Syibh Al-Amad)

Perbuatan ini menyengaja atau perbuatan aniaya yang dilakukan
terhadap orang lain dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan
seperti menggunakan kerikil, pulpen, tongkat ringan dsb. Perbuatan ini
terdapat dua unsur yang berlainan yakni kesengajaan dan kesalahan. Hal
ini dilakukan dengan sengaja namun, akibat perbuatan tersebut tidak
diinginkan pelaku.®2

2. Pembunuhan Kesalahan Atau Tidak Sengaja (Qat/ Al-Khata)

Pembunuhan ini terjadi tanpa adanya maksud penganiayaan, baik
dilihat dari perbuatan yang dilakukan maupun niatnya. Misalnya seorang
yang melempar pohon atau binatang tetapi tidak disengaja mengenai
seseorang lalu mengakibatkan kematian. Menurut Sayid Sabiq, perbuatan
dan akibat yang ditimbulkan dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak diniati

dan tidak dikehendaki.33

31 Abdul Qadir, Audah, at-tasyri“ al-jinaiy al-Islami, juz 11, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor.
PT.Kharisma llmu, Tanpa Tahun), cet. ke-2, him. 77.

32 Jaih mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2003), cet. ke-3, h, 7

3 Haliman, Hukum Pidana Syari“at Islam Menurut Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1972), cet. ke-1, h. 152-153
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PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU ANAK DALAM

PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM PIDANA ISLAM
A. Tindak Pidana Percobaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam
1. Percobaan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
Aturan mengenai hukum percobaan tindak pidana diatur dalam

KUHP Buku | Bab IV, Pasal 53 yang berbunyi:

(1) Mencoba melakukan kejahtan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan,
itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan
dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan selesai.

Menurut Andi Hamzah dalam Pasal 53 diterjemahkan sebagai
berikut:

(1) Melakukan percobaan kejahatan akan dipidana, jika terlah niat dan
adanya permulaan pelaksanaan, dan keadaan ketidak selesainya

pelaksanaan iitu, bukan karena kehendaknya sendiri.

53
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(2) Untuk maksimum pidana pokok daripada kejahatan tindak pidana
percobaan adalah dikurangi sepertiga.
(3) Apabila tindakan kejahatannya diancam pidana mati atau penjara
seumur hidup, maka ancaman pidananya paling lama lima belas tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan yang belum
selesai’.
Pasal 54 KUHP berbunyi:
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam Pasal 53 dan 54 hanya mengatur tentang syarat-
Syarat percobaan tanpa merumuskan pengertian percobaan itu sendiri,
percobaan merupakan perluasan pengertian tindak pidana atau delik, serta
percobaan dilarang oleh Undang-undang dikarenakan membahayakan
kepentingan umum. Sebagai contoh Percobaan pembunuhan: A mengintai
B sejak lama dengan maksud menghabisi nyawa B. Ketika tengah malam,
A melihat B berjalan sendirian, A yang telah menyiapkan senjata tajam
berjenis pisau segera menusuk B, akan tetapi B menangkis dan berteriak
minta tolong dan datanglah beberapa orang yang hendak membantu
sehingga A melarikan diri.

Dalam contoh kasus di atas, tampaknya perbuatan-perbuatan yang

diperlukan untuk melaksanakan “kehendaknya” merupakan suat rangkaian

! Nikmah Rosidah, “Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana”, (Semarang:
Pustaka Magister), HIm. 11.
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perbuatan. Sehingga untuk menjawab apakah tiap-tiap perbuatan itu dapat
dipidana adalah dengan melihat dua teori yakni teori subjektif dan teori
objektif. Menurut teori subjektif, mulainya perbuatan sudah dapat dipidana
sebab sudah menunjukkan kehendak jahat. Sedangkan menurut teori
objektif, perbuatan belum merupakan permulaan kehendak.

Namun perlu diketahui tidak semua percobaan melakukan kejahatan
diancam dengan sanksi. Sebab dalam KUHP mencantumkan bahwa ada
beberapa pengecualian sanksi terhadap percobaan melakukan tindak pidana
kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum yaitu sebagai berikut:

a. Percobaan penganiayaan (Pasal 351 ayat 5 KUHP)

b. Percobaan penganiayaan binatang (Pasal 302 ayat 3 KUHP)
c. Percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat 5 KUHP)

d. Percobaan melakukan pelanggaran (Pasal 54 KUHP)

Rumusan Pasal 53 KUHP ini berlaku bagi seluruh kejahatan yang
dilarang melakukan percobaan terhadapnya, termasuk tindak pidana
pembunuhan yang tidak terselesaikan, maka dikaitkan dengan Pasal 53
KUHP dengan percobaan tindak pidana.

Sesuai rumusan Pasal 53 (1) KUHP menerangkan bahwa unsur
daripada percobaan terdiri dari tiga unsur, yaitu:
a. Adanya Niat
Niat dalam bahasa Belanda adalah voornemen yang artinya
kehendak untuk melakukan kejahatan atau lebih tepatnya disebut opzet

atau kesengajaan. Dalam Pasal 53 ayat (1) menunjukkan pengertian
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opzet yang ditinjau dari sudut tingkatannya meliputi opset dalam arti

luar terdiri dari:

1) Opset sebagai tujuan;

2) Opset sebagai kesadaran akan tujuan; dan

3) Opset dengan kesadaran akan kemungkinan

Para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan niat
dalam percobaan adalah kesengajaan dalam arti luas. Sedangkan

Moeljatno berpendapat bahwa antara niat dan kesengajaan terdapat

perbedaan, diantaranya:

1) Niat tidak boleh disamakan dengan kesengajaan. Akan tetapi niat
secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila telah
diselesaikan menjadi perbuatan yang dituju.

2) Apabila belum semua diselesaikan menjadi perbuatan maka niat
masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada
perbuatan, yaitu subjective on rechtselement.

3) Sehingga niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka
isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila
kejahatan timbul. Untuk itu, diperlukan pembuktian sendiri bahwa
isi tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi
perbuatan.

b. Adanya Permulaan Pelaksanaan
Prof. Mulyatno juga mengatakan bahwa yang dikatakan ada

perbuatan pelaksanaan adalah apabila seseorang telah melakukan
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perbuatan, dimana secara secara objektif mendekatkan pada suatu
kejahatan tertentu. Secara subjektif tidak ada lagi keragu-raguan
mengenai kejahatan mana yang diniatkan atau dituju. Pelaksanaan tidak
selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Walaupun terlihat sederhana, tetapi apabila kita kaji lebih dalam
akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan
dengan tepat mengenani apa itu permulaan pelaksaan.

1) Permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan
persiapan voorbereiding shandeling.

2) Permulaan pelaksanaan dari kehendak atau permulaan pelaksanaan
dari kejahatan.

. Adanya Penghalang Fisik

Adanya penghalang fisik diartikan sebagai apabila adanya
kerusakan pada alat yang digunakan maupun hal yang lainnya sehingga
menghalangi pelaku. Contoh tidak matinya orang ditembak dikarenakan
tangannya dibelokkan seseorang sehingga mengakibatkan tembakannya
melesat. Tidak selesainya perbuatan karena adanya penghalang fisik,
sebagai contoh tidak terselesaikannya tindakan pencurian karena orang
tersebut merasa takut disebabkan gerak-geriknya yang mencurigakan
diketahui oleh orang lain. Adanya penghalang yang disebabkan oleh
faktor-faktor atau keadaan keadaan khusus pada objek yang menjadi
sasaran. Misalnya daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga

tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan,
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barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha
mengangkatnya sekuat tenaga.
2. Tindak Pidana Percobaan Menurut Hukum Pidana Islam
Tindak pidana percobaan dalam hukum Islam disebut syuru’bi al-

Jarimah. Menurut hukum pidana Islam menjelaskan bahwa teori tentang

percobaan pidana ini tidak di jelaskan secara langsung oleh para fugaha,

hal ini dikarenakan?;

a. Percobaan adalah jenis tindakan yang dikenai hukuman za’zir dan tidak
dikenakan hukuman Aad maupun gisas.

b. Sudah adanya aturan- aturan mengenai tindak pidana ¢a’zir sehingga
aturan khusus mengenai percobaan tindak pidana tidak perlu diadakan.
Karena hukuman ¢a’zir dijatuhkan atas perbuatan maksiat seseorang.
Dalam hal ini istilah percobaan tidak dikenakan. Yang ada adalah
Jarimah yang tidak selesai (dalam hal ini merujuk hal yang sama).

Pendiri syara’ tentang percobaan tindak pidana lebih luas dari
hukum- hukum positif. Karena hukum syara’ setiap perbuatan tindak pidana
yang belum selesai disebut perbuatan maksiat dan dikenai hukuman dan
dalam hal ini tidak ada kecualinya. Lain halnya dengan KUHP yang
menjelaskan misalnya percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak

dipidana dan percobaan melakukan pelangggaran tidak dipidana.

2 Topo Santoso, 2001, Menggagas Hukum Pidana Islam, As Syamil Pres & Grafika, Bandung,
him.150.
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Menurut Hanafi, setiap tindak pidana mengalami fase- fase tertentu
sampai selesai. Pembagian fase ini sangatlah penting karena salah satu fase
saja pelakunya dapat dikenai tuntutan pidana. Fase tersebut diantaranya
adalah?;

a. Fase Pemikiran (Marhalah al-Tafkir)

Dalam fase ini seseorang tidak bisa dikenai sanksi karena dalam
hal ini seseorang tersebut baru pada tahapan niat akan melakukan
perbuatan dan baru sedang memikirkan perbuatan itu. Dalam hukum
Islam seseorang tidak dapat dihukum atau disalahkan karena niat yang
terkandung di dalam hatinya.

b. Fase Kesiapan (Marhalah al-Tahdir)

Dalam fase ini terdapat dua kemungkinan apakah bisa dikenai
sanksi ataupun tidak. Kemungkinan yang pertama tidak bisa dipidana
karena perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan maksiat seperti
halnya membeli kunci replika atau kunci palsu dan sebagainya, karena
perbuatan tersebut termasuk mubah. Kemungkinan kedua yakni dapat
dikenai sanksi, apabia perbuatannya merupakan perbuatan maksiat,
seperti halnya membius orang untuk mencuri harta bendanya ataupun
membeli barang- barang haram, semisal ganja untuk diri sendiri ataupun

orang lain.

% Ibid, him. 151
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c. Fase Pelaksanaan (Marhalah al-Tahtizh)

Dalam fase inilah perbuatan pelaku sudah dianggap sebagai
perbuatan jarimah. Sehingga dalam fase ini perbuatan seorang pelaku
sudah bisa dikenai sanksi meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan
maksiat dan belum selesai. Sehingga dalam hal ini untuk permulaan
Jjarimah dan percobaan kejahatan bisa dihukum apabila telah melanggar
hak individu atau hak masyarakat dan hak Allah SWT. Disisi lain niat
dan tujuan pelaku sangatlah penting sebagai tolak ukur apakah
perbuatan itu melanggar tindak pidana atau tidak®.

Sedangkan di dalam suatu jarimah ada kalanya jarimah itu tidak
selesai dilakukan diantaranya disebabkan oleh:

1) Jarimah tidak selesai karena terpaksa, semisal karena tertangkap
2) Jarimah tidak selesai karena kehendaknya sendiri®.
B. Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
1. Pembunuhan Menurut Hukum Positif
Di dalam Hukum positif jenis- jenis pembunuhan dibagi menjadi
beberapa diantaranya yaitu:
a. Pembunuhan Biasa
Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang

menyatakan bahwa ‘“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan

4 Djazuli A. Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam: figih jinayah. Jakarta : Raja
Grafindo Persada,2006. him. 21-22.

> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Figih Jinayah. Jakarta:
Sinar Grafika,hlm. 64.
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nyawa orang, karena pembunuhan baisa, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dalam peristiwa ini perlu
dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
Apakah kematian itu disengaja atau tidak disenagaja. Apabila kematian
tersebut tidak disengaja maka Pasal yang digunakan adalah Pasal 359
yang berisi “kurangnya kehati-hatian menyebabkan kematian orang
lain”. Apabila kematian tersebut disebabkan oleh penganiayaan, maka
Pasal yang digunakan adalah Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan
direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau
Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain)
ataupun Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan
terlebih dahulu menyebabkan matinya orang lain).

Untuk dapat dituntut Pasal 338 KUHP pembunuhan haruslah
dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir
lebih lama. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama
rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak
pidana. Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya
sebagai berikut: Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan
pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. Dalam

rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur adalah :



62

1) Barangsiapa
2) Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
3) Merampas jiwa orang lain®

b. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa
manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai
waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan
pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan
terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang
paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara
seumur hidup, Istilah "pembunuhan terencana™ pertama kali dipakai
dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang
dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa
Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. la terbukti
bersalah dan dipenjara seumur hidup.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan
pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman
pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah
diatur oleh Pasal 340 KUHP vyang bunyinya sebagai berikut:
“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya

& Jurnal Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi
Di Pengadilan Negeri Sleman) http://e-journal.uajy.ac.id/11154/1/Jurnal.pdf di akses pada tanggal
21 Februari 2023 Pukul 14.30 WIB
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pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur
hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti
Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.
Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika
dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339,
diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal
340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam
Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan
direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi
seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap
sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf)
lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal
338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau
didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam
Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan
dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal
338’
2. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

" Adami Chazawi Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
2007) him. 25
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Dalam Islam, delik pembunuhan diklasifikasikan dalam dua
macam, yaitu:

1) Pembunuhan yang dilarang/ diharamkan, yaitu pembunuhan yang
dilakukan dengan melawan hukum.

2) Pembunuhan yang dibenarkan adalah pembunuhan yang dilakukan
dengan tidak melawan hukum, sebagai contoh membunuh orang
murtad ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh algojo yang
diberikan tugas untuk melaksanakan hukuman mati atau gisas.

Pembunuhan yang dilarang ini, kemudian dibagi menjadi
tiga macam, yakni:
a) Pembunuhan Disengaja (Qat/ al-Amd)

Adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
disebabkan adanya permusuhan terhadap orang lain dengan
menggunakan alat yang dapat melukai, mematikan maupun
benda-benda berat yang secara langsung atau tidak langsung
(sebagai alat dari perbuatan), seperti besi, kayu, pedang, atau
suntikan pada organ tubuh yang apabila terkena jarumnya
menyebabkan bengkak atau bahkan sakit yang terus menerus
hingga mati. Dapat diartikan pula bahwa pembunuhan disengaja
adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana matinya
korban adalah kehendak mutlak dari si pembuat jarimah.®

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan disengaja yaitu:

8 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), him, 24.
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1) Korban yang dibunuh adalah menusia yang masih hidup

2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Melihat ketiga unsur di atas, yang paling terpenting

adalah poin ketiga, adanya niat. Tentu hal ini menjadi
permasalahan  dikalangan fugaha tentang bagaimana
mengetahui bahwa niat itu telah ada dan nyata. Dengan
demikian akan ada kesulitan untuk membuktikan apakah
seseorang tersebut melakukan pembunuhan dengan senagaja
ataupun tidak. Maka untuk mensiasati dan menjawab
pertanyaan tersebut, para fugaha berpendapat bahwa untuk
mengatasi masalah tersebut adalah dengan melihat alat yang
digunakan dalam pembunuhan tersebut.®

Ada beberapa jenis pembunuhan disengaja sebagai berikut:

1) Membunuh seseoang dengan alat atau benda yang biasanya
dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti senjata api,
senjata tajam atau dengan benda-benda berat yang dapat
melukai dan mematikan

2) Membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasanya

akan tetapi ada faktor indikasi lain yang umumnya dapat

% Jaih mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2003), him 71.
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menyebabkan kematian seseorang, seperti contoh memukuli
seseorang dengan berulangkali hingga mati.

3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang
tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan
nyawanya. Seperti meracuni makanan orang lain, mencekik
leher, membakar dengan api atau mengurung disuatu tempat
tanpa diberikan makan dan minum, dan lain sebagainya.

b) Pembunuhan Menyerupai Sengaja (Qat/ Syibh al-Amd)

Yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan alat
yang menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian,
tetapi nyatannya orang tersebut mati karena alat itu. Sehingga
dalam pembunuhan semi sengaja ini terdapat dua unsur yang
berlainan, yaitu kesengajaan disuatu sisi dan kesalahan disisi
lain. Adapun unsur-unsur dari pembunuhan semi sengaja adalah
sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian

2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

3) Kematian adalah akibat dari pelaku

c) Pembunuhan Kesalahan (Qat/ al-Khata)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya
maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun
orangnya. Sayid sabiq berpendapat, bahwa pembunuhan tidak

sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu
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perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam permbunuhan

tidak sengaja, perbuatan tidak diniati dan akibat yang terjadi pun

sama sekali tidak dikehendaki.?

Adapun unsur- unsur pembunuhan tidak disengaja yakni:

1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

2) Perbuatan tersebut terjadi karena sebuah kesalahan

3) Adanya hubungan sebab dan akibat dari perbuatan
kesalahan dengan kematian korban

Klasifikasi kemungkinan-kemungkinan dalam
pembunuhan kesalahan adalah sebagai berikut:

1) Salah dalam perbuatan, artinya apabila seseorang sengaja
melakukan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan
tetapi mengakibatkan kematian.

2) Salah dalam maksud, artinya apabila seseorang sengaja
melakukan perbuatan dan mempunyai sifat membunuh
seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh,
namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, sebagai
contoh sengaja menembak musuh di dalam peperangan,
akan tetapi ternyata yang ditembak adalah temannya sendiri.

3) Apabila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan,

tetapi akibat kelalainnya itu dapat menimbulkan kematian,

0 Haliman, Hukum Pidana Syari“at Islam Menurut Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1972), him 152-153.
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seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada

dibawahnya hingga mati.

b. Klasifikasi Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak

Pidana

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pembunuhan dengan muhaddad yaitu pembunuhan dengan alat
yang tajam, melukai dan menusuk badan.

Pembunuhan dengan mugassal yaitu pembunuhan dengan alat yang
tidak tajam.

Pembunuhan secara langsung vyaitu pembunuhan yang
menyebabkan matinya seseorang secara langsung tanpa adanya
perantara.

Pembunuhan secara tidak langsung yaitu pembunuhan yang pada
hakikatnya tidak mematikan akan tetapi dapat menjadikan perantara
kematian seseorang.

Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang
membinasakan

Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menhannya tanpa
memberinya makan dan minum.

Pembunhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
Pembunuhan dengan cara mencekik

Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti ataupun mengintimidasi
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C. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam
1. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Positif

Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya identik dengan
sistem penegakkan hukum pidana. Adapun kerangka Regulasi Sistem
Peradilan Pidana Anak dimulai dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA,
kemudian PP 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi, PP No 8 Tahun
2017 Tentang Pedoman Register Perkara Anak. Sistem peradilan pidana
anak merupakan jaringan peradilan yang mengatur tentang aturan pidana
untuk keperluan sarana utama baik subtantif pidana dan hukum acara pidana
dan perilaku kriminal yang mempunya beberapa tujuan diantaranya;

a. Mencegah seseorang menjadi korban kejahatan;

b. Mengatasi kasus-kasus kriminal yang terjadi sehingga masyarakat
percaya hukum telah dikonfirmasi dan dinyatakan bersalah;

c. Pastikan bahwa mereka tidak mengulangi kejahatan yang pernah mereka
lakukan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak
mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang
berupa:
1) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian

Negaea Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

2) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa
sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan
yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat
pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding;

3) Petugas Pemasyarakata yang terdiri atas pembimbing
kemasyarakatan, pekerja professional, tenaga kesehatan sosial
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang nomor 23
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut
saling berhubungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sehingga membentuk suatu pola yang ketergantungan antara satu
dengan yang lainnya. Sesuai yang telah ditentukan dalam atau mengikuti
Hukum Acara Peradilan Pidana Anak dalam Bab 111 Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan suatu
jaringan peradilan dengan menggunakan hukum materiil, hukum pidana
formil maupun pelaksanaan pidana. Akan tetapi dalam hal ini,
kelembagaan haruslah dilihat dalam konteks sosial. Sebab, akan
membawa bencana ketika sifat yang terlalu formal hanya dilandasi

untuk kepentingan kepastikan hukum saja.
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Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar
penjumlahan dari komponen-komponennya, sederhananya bahwa
sistem peradilan pidana anak mengedepankan soal kualitas dari
komponen suatu peradilan pidana anak secara keseluruhan, bukan hanya
kuantitas suatu komponen dalam sistem peradilan pidana anak.'!
Sesuai dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa yang dimaksud
dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun
mengenai “Anak yang berhadapan dengan hukum” menurut Pasal 1
angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri dari:*2
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut
sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas ) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);

14.

11 R, Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika 2016), him

12 1bid.
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3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau
dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

2. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka
tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman Audud,
gisas diyat ataupun ta’zir. Sehingga, pidana bagi anak-anak yang bersalah
dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya. Ketentuan dalam Islam
menegaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang
anak sampai dia mencapai usia puber. Bila seorang anak mencuri atau
bahkan membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun.*3

Dalam sistem peradilan pidana terhadap anak yang masih di bawah
umur menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa anak-anak yang
belum berusia dewasa hanya dikenakan hukuman ta’bidi yaitu hukuman
yang bersifat memberi pelajaran tanpa mempengaruhi kejiwaan anak
tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana hukum-hukum yang lain, dalam sistem

hukum peradilan anak, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas

13 Adam Sani, dkk, Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana
Indonesia, Jurnal llmu Hukum, Vol 3, 2015, him 13.
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yang digunakan sebagai tiang pokok berjalannya hukum tersebut,
diantaranya:
a. Prinsip Tauhid
Yaitu prinsip yang menegaskan bahwa semua manusia berada di
bawah ketetapan Allah SWT. Prinsip ini memposisikan dan
menghendaki bahwa hukum yang sesuai adalah hukum yang telah Allah
turunkan.
b. Prinsip Keadilan
Prinsip ini adalah prinsip yang melahirkan kaidah-kaidah yang
menyatakan bahwa dalam praktiknya, hukum Islam dapat berbuat sesuai
dengan ruang dan waktu.
C. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
Prinsip ini bertujuan untuk menggerakkan manusia mencapai
tujuan yang baik dan benar sesuai dengan ridha Allah SWT.
d. Prinsip Kemerdekaan
Yaitu prinsip kebebasan, dalam hukum Islam diartikan sebagai
kebebasan yang bertujuan untuk menyebarluaskan agama atau hukum
Islam tanpa paksaan, naun dengan dasar penjelasan, demonstrasi, dan
argumentasi.
e. Prinsi Persamaan
Dalam hukum Islam setiap manusia mendapatkan perlakuan

yang sama dihadapan hukum.
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f. Prinsip Ta’awun
Yaitu prinsip untuk saling tolong menolong dengan sesama
manusia dalam hal kebaikan dan ketakwaan.
D. Diversi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Diversi Menurut Hukum Positif
Secara normatif aturan yang mengatur tentang Diversi terdapat
dalam Pasal 1 angka (7) UU SPPA yang mendefinisikan diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses
luar peradilan pidana. * Diversi sebagai bentuk upaya untut tetap
mempertimbangkan rasa keadilan sekaligus mengajak masyarakat untut ikut
serta memberikan kesempatan dengan membantu pelaku untuk merubah

dirinya menjadi lebih baik.'®

Ada beberapa kriteria perkara pidana anak yang dilaksanakan dengan

melalui pendekatan diversi yaitu:

a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai
1(satu) tahun diprioritaskan untuk diterapkan diversi, sanksi pidana di
atas 1(satu) sampai 5 (lima) tahun dapat pertimbangan dalam kasus pretty
crime atau tindak pidana ringan kecuali menimbulkan kerugian tubuh dan

jiwa.

14 Dahlan Sinaga, Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan
Bermatabat), (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta,2017), him 26.

15 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, Bandung: Pt Refika Aditama, 2009, him 22.
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. Mempertimbangkan usia anak dalam pertanggungjawaban pidananya.
Mempertimbangkan tingkat keresahan yang diakibatkan perbuatannya.
. Harus ada dukungan dari lingkungan masyarakat korban atau masyarakat
di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan lingkungan tempat anak
tersebut tinggal.
Harus ada persetujuan dari korban atau keluarga kepada pelaku anak.
Adapun secara umum ada tiga bentuk diversi, yaitu:

Peringatan

Yang dimaksud peringatan disini adalah peringatan yang
diberikan kepada pelaku untuk meminta maaf kepada si korban. Akan
tetapi tahap ini hanya berlaku untuk pelanggaran ringan serta hanya
sampai tahap kepolisian. Yang nantinya polisi akan merekam secara

detail kejadian perkaranya dan akan disimpan dalam arsip polisi.

. Diversi Informal

Pada diversi ini diberlakukan kepada pelaku yang melakukan
pelanggaran ringan akan tetapi ketika telah melewati tahap peringatan.
Yang artinya pada tahap peringatan si pelaku dirasa kurang cukup dan
pantas jika hanya diberikan tindakan peringatan sehingga diberlakukanlah
diversi informal ini. Dan pastinya penanganan pada tahap ini akan lebih
menyeluruh.  Terkait diversi informal, pihak korban akan dimintai
pendapat guna mencapai kesepakatan diversi tersebut. Itu sebabnya
keterlibatan pihak korban amat berpengaruh dalam hal ini. Apabila

korban tidak bisa didatangkan, atau tidak bisa hadir maka korban akan
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dihubungi melalui via seluler ataupun media telekomunikasi yang
lainnya. Pada pelaksanaan diversi informal ini haruslah menguntungkan
korban, anak dan keluarganya. Tidak lupa untuk turut memperhatikan
bahwa si anak akan sesuai jika diberi penanganan diversi informal.
Bahkan jika memungkinkan pihak orang tua akan dimintai
pertanggungjawaban.
Diversi Formal

Langkah terakhir apabila tidak tercapainya kedua tahap di atas
adalah dengan diversi formal. Tetapi tetap pada tahap ini tidak
memerlukan intervensi pengadilan. Tidak jarang ada anak yang
mengatakan bahwa ia marah dan terluka akibat perbuatan pelaku,
sehingga untuk mencapai kesepakatan diversi perlu adanya forum diskusi
antar keluarga. Sebab, disinilah peran keluarga sangat dibutuhkan guna
mencapai kesepakatan dalam upaya diversi yang nantinya bisa
memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah
tersebut. Pada proses ini, korban akan berhadapan langsung dengan
pelaku, hal inilah yang disebut sebagai Restorative Justice, pun halnya
istilah yang lainnya dikenal dengan sebutan Musyawarah Kelompok
Keluarga (Family Group Conference), serta Musyawarah Masyarakat

(Community Conferencing).*®

18 1bid.
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Di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai

Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Pasal 8 tercantum syarat- syarat

diversi yakni sebagai berikut:

a. Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak,
orang tua/wali, pembimbing di dalam masyrakat dan pekerja sosial
yang profesional dengan pendekatan restoratif.

b. Dalam penerapan diversi harus melibatkan tenaga Kkerja
kesejahteraan sosial dan atau masyarakat sebagaimana dijelaskan
dalam ayat (1).

c. Dalam proses diversi harus memperhatikan:

1) Kepentingan korban;

2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

3) Penghindaran stigma negatif;

4) Penghindaran pembalasan;

5) Keharmonisan masyarakat; dan

6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Diversi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam uraian ini, penulis menguraikan permasalahan diversi
menggunakan teori perdamaian dan pertanggungjawaban pidana kejahatan
anak dalam hukum Islam. Teori Perdamaian dalam Islam disebut alshulh
yakni suatu metoden yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara

dalam Islam.
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Menurut Tagiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini,
alshulh adalah akad yang memutuskan perselisihnan dua pihak yang
bertengkar atau berselisih.!” Kemudian Hasby Ash-Siddigie dalam bukunya
Pengantar Figih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan As-
Sulh adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak
untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan,®
selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan As-
Sulh adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang
yang berlawanan.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam merupakan
pembebasan untuk individu dari akibat tindakan yang dilakukannya suatu
perbuatan atas keinginan sendiri, yang mana ia mengerti akan dampak dan
tujuan atas tindakannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana itu diberlakukan atas tiga hal yakni®®:
a. Eksisnya suatu tindakan yang diharamkan;

b. Perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri;
c. Pelakunya mengetahui akan dampak yang dilakukannya tersebut.

Apabila dari ketiga hal ini ada maja ada pertanggungjawaban
pidana, namun jika ketiga hal tersebut tidak ada maka tidak adanya

pertanggungjawaban. Dalam hal ni maka dapat diketahui bahwa seseorang

17 Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, (Bandung: PT
al-Ma’arif, tt), him. 271

18 Hasby Ash-Siddigie, Pengantar Figih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), him. 92.

19 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: BulanBintang, 2005),him. 154.



79

yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah manusia yang berakal
dalam berfikir, dewasa dan memiliki kemauan sendiri. Oleh karena itu, tidak
ada pertanggungjawaban untuk anak-anak, orang gila, orang bodoh, orang
yang telah kehilangan dan orang yang diancam paksa.

Anak yang belum ramyiz, jika mengerjakan jarimah, maka ia tidak
dikenai hukuman pidana. Karena ia belum memiliki kesadaran yang baik,
dan belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.?

Abu Zahrah menjelaskan bahwa anak yang dibawah umur baik yang
belum masuk kategori zamyiz maupun yang telah disamakan hukumannya
dengan orang gila, jika anak terbut melakukan tindak pidana dan samapai
melakukan pembunuhan kepada seseorang dengan cara sengaja ataupun
tidak sengaja maka dalam hal ini anak tidak dilarang untuk memungut
senjata, sebab tindakaknya itu tidak diperbolehkan dipidana. Larena
pembunuhan mengakibatkan haramnya hak waris adalah pembunuhan yang
dapat dipidana. Sedangkan anak belum berhak untuk dipidana?®.

Seseorang yang sudah dibebani pertanggungjawaban pidana adalah
orang yang melakukan perbuatan dibarengi dengan pemahaman bahwa
perbuatan tersebut dilarang. Salah satu penyebab ketidak mengertiannya
adalah ketidak sempurnaan dalam berfikir, atau termasuk kategori orang

yang tidak bisa mengerti zak/if (perbedaan). Inidvidu- individu yang bisa

20 Ibid. .., hlm. 369.
2L Muh. Abu Zahrah, Ushul Figh, (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun), him. 481.
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dimasukan ke golongan ini adalah anak-anak, orang tua, orang yang tengah

tidur, dan orang mabuk.??

Sejalan dengan hal ini, bahwa inti dari adanya diversi dalam hukum

Islam adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi

dalam masyarakat. Yang mana hukum undang-undang sistem peradilan

pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak

seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di

mana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam

penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai

mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban

pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.

E. Jumlah Kasus Percobaan Pembunuhan

Putusan Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Tahun Putusan

Percobaan

Percobaan Pembunuhan

Pembunuhan Umum oleh Anak
2021 34 putusan 3 putusan
2022 28 putusan 3 putusan
2023 6 putusan 1 putusan

Menurut data di atas yang diambil dari data Putusan Mahkamah Agung

menunjukkan bahwa fenomena tindak pidana percobaan pembunuhan tidak

22 Dahlan, Abdul Azis, Et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),

him. 231.
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benar-bena sedikit dan perlu adanya peningkatan pengawasan terlebih lagi
kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku percobaan pembunuhan.?

Kasus percobaan pembunuhan oleh anak yang terjadi di Indonesia,
tidak bisa dipungkiri akan mencuat dan menimbulkan banyak kontroversi.
Tidak jarang, anak yang seharusnya menjadi sosok yang polos dan terhindar
dari perilaku kejahatan membuat banyak pihak terkejut manakala didapati
berita-berita tentang anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam kasus terbaru tahun 2023, tepatnya pada hari Kamis 9 Februari
2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Tanah Merah Bawah Gang
Mandiri Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, Abh
Ryandra seorang anak laki-laki berusia 15 tahun mendengar dari warga sekitar
bahwa ayahnya Dede Samsudin ditangkap oleh polisi karena perkara narkotika,
lalu Abh Ryandra mencari keberadaan ayahnya dan melihat ayahnya sedang
dibawa oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara.
Kemudian Abh Ryandra pulang ke rumah mengambil senjata jenis pedang, dan
pergi mengejar polisi yang mengejar ayahnya dan menyerang polisi tersebut.
Akibat tindakan mengayunkan senjata tajam Abh Ryandra ke punggung
korban, menyebabkan korban mengalami luka tusuk yang berimbas pada
tulang iga patah dan paru-paru robek. Akibat perbuatan tersebut, Abh Ryandra
diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dengan

hukuman pidana penjara 2 Tahun 6 bulan di LPKA Kelas 1 Jakarta.

2 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?g=percobaan+pembunuhan  diakses
pada 23 Maret 2023, Pukul 11.44 WIB.
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BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PELAKU ANAK
DALAM PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan
Oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
1. Pertanggungjawaban Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Positif
Menurut Hukum positif Pertanggungjawaban pidana adalah
kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas
perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.?
Yang dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan criminal responbility.
Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, dan
ketika terdakwa dipidana maka harus ternyata bahwa tindakan yang
dilakukannya adalah benar melawan hukum dan terdakwa harus mampu
bertanggung jawab. Kemampuan inilah yang akan memperlihatkan
kesalahan dari petindak, apakah disengaja atau dolus atau kealpaan atau
culpa.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban
pidana adalah kesalahan. Dan untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:
a. Melakukan perbuatan pidana

b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

! Mulyawati Pawennei, Hukum Pidana, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) him. 67
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c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau
kealpaan
d. Tidak adanya alasan pemaaf

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan
pembunuhan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila pelaku telah
memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu melakukan perbuatan pidana dan
syarat subyektif berupa kesalahan. Apabila syarat-syarat tersebut telah
terpenuhi maka terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan
dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kepadanya. Adapun
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan diatur
dalam Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Setelah terpenuhinya syarat bertanggungjawab oleh keadaan jiwa
pelaku dan telah terbuktinya perbuatan tindak pidana percobaan
pembunuhan maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
dengan pidana penjara yang ditentukan oleh mejelis hakim setelah melalui
proses persidangan.

Untuk membuktikannya seseorang apakah melakukan percobaan
pembunuhan maka harus memenuhi Unsur dari pada unsur- unsur
percobaan pembunuhan itu sendiri:

Adapun unsur-unsur percobaan yakni berupa:?

a. Adanya niat

2 Arifuddin Muda Harahap, Hukum Pidana Edisi 2, Bandung: Penerbit Media Sains
Indonesia, 2022, him. 12
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b. Adanya permulaan
c. Adanya penghalangan fisik

Sedangkan mengenai unsur- unsur pembunuhannya harus

memenuhi:

a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya

b. Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis
bentuk sengaja (dolus) yakni:
1) Sengaja sebagai maksud.
2) Sengaja dengan keinsyafan pasti.
3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan / dolus eventualis.
4) Menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam pembuktian apakah suatu perbuatan tersebut termasuk
percobaan tindak pidana atau tidak, ada dua teori yang dapat membuktikan
itu yakni teori subjektif dan teori objektif.

a. Teori Subjektif
Teori berdasarkan niat seseorang. Teori ini menjelaskan apabila
suatu perbuatan sudah ada permulaan dari niatnya maka perbuatan ini
sudah bisa dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Pada contohnya
Si A pergi kerumah Si C untuk meminjam sebuah pistol hal ini sudah
merupakan permulaan niat membunuh Si B sehingga tindakan Si A
sudah termasuk permulaan pelaksanaan percobaan pembunuhan Si B.
Teori ini berdasarkan dari Pasal 53 KUHP dimana dikatakan

13

apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan
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pelaksanaan....” Jadi dikatakan sebuah permulaan pelaksanaan apabila
semua perbuatan merupakan perwujudan dari pada niat si pelaku.
Karena itulah disebut dengan teori subjektif.

Perwujudan daripada kehendak pelaku yang kuat inilah yang
menjadikan dasar pemidanaan adanya tindakan percobaan pidana.
Karena kehendak yang kuat yang telah diwujudkan dalam suatu hal
maka dari pada itu sudah dianggap membahayakan kepentingan
hukum. Maka niat seseorang dalam berbuat kejahatan sudah diangggap
membahayakan. Sehingga suatu perbuatan dimana sudah mlai adanya
perwujudan dari niat untuk melakukan kejahatan telah dianggap
berbahaya dan bisa dipidana.

b. Teori Objektif

Dalam teori ini dititik beratkan pada tujuan yang dikehendaki
pelaku. Dalam contoh Si A dalam tujuan adalah membunuh Si B. Si A
pergi ke rumah C untuk meminjam sebuah pistol bukanlah termasuk
kedalam suatu permualaan pelaksanaan pembunuhan. Pembunuhan
dalam unsurnya sesuai dalam Pasal KUHP yang mana poinnya adalah
menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam teori ini perbuatan
yang paling mungkin bisa dianggap sebagai permulaan pelaksanaan
pembunuhan apabila pada saat Si A menarik pelatuk pistolnya untuk
membunuh Si B.

Teori Objektif ini didasarkan pada sandaran objek dari tindak

pidana yakni perbuatan dapat dipidananya percobaan tersebut yang
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dilihat dari sifat perbuatan yang dianggap sebagai permulaan

pelaksanaan. Dimana dalam sifatnya perbuatan permulaan dianggap

membahayakan kepentingan hukum. Dasar dalam penjatuhan pidana
dalam teori ini yakni dari sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan.

Sehingga titik tolaknya adalah perbuatan pelaku yang merupakan

perwujudan dari kejahatan yang telah dikehendakinya.

Dalam pendapat Mukyatni tentang kapan suatu perbuatan bisa
dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Menurutnya suatu perbuatan
bisa dianggap menjadi sebuah permulaan pelaksanaan dilihat dari delik
yang di inginkan pelaku. Dalam hal ini ada tiga hal yang menjadikan
syaratnya yakni:

1) Secara objektif apa yang telah di perbuat dari terdakwa hingga
menjadikan perbuatan ini lebih dekat kepada delik yang dituju
dengan kata lain harus mengandung potensi untuk terjadinya delik
tersebut.

2) Secara objektif dapat dipandang dari sudutniat yang mana harus
tidak mempunyai sebuah keraguan dalam perbuatan terdakwa yang
di tujukan atau diarkahkan menjadi sebuah delik tertentu.

3) Apa yang telah diperbuat oleh si terdakwa merupakan sebuah
perbuatan yang melawan hukum.

Dalam syaratnya menurut Mulyatno dalam rumusan percobaan

pidana sebagai mana Pasal 53 KUHP®.

% Ibid..., him. 19-20.
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2. Pertanggungjawaban Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana

Islam

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam ini bisa terjadi apabila
terpenuhi akan tiga hal yakni adanya perbuatan yang dilarang hukum,
adanya perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri dan pelaku
mengetahui akibat dari apa yang ia lakukan. Namun apabila salah satu
diantaranya tidak ada maka perbuatan tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Orang yang bisa dibebani pertanggung jawaban
pidana adalah orang yang berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri.
Jikalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban kepadanya®.

Menurut hukum Islam, pelaku tindak pidana percobaan
pembunuhan tidak dapat dihukum dengan hukuman gisas dan hudud tetapi
dihukum dengan hukuman za’zir. Hal ini sesuai dengan para fugaha yang
sepakat bahwa tidak dihukumnya pelaku percobaan tindak pidana
bagaimana pun jenis tindak pidananya. Sesuai dengan pengertiannya,
percobaan pembunuhan merupakan percobaan tindak pidana yang belum
selesai yang dalam hal ini termasuk ke dalam perbuatan ma’siat.

Kebanyakan jarimah ta’zir dapat mengalami perubahan antara
dihukum dan tidak dihukum, dari masa ke masa dan dai tempat ke tempat
lain. Tidak lupa, unsur-unsurnya pun dapat berganti sesuai pandangan

penguasa negara yang terus berganti. Oleh sebab itu di kalangan fugaha

4 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri" al-Jina i al-Islami, him. 392.
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tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan jarimah , karena
percobaan ini termasuk jarimah ta’zir®
Kesepakatan para fugaha yang memasukkan percobaan
pembunuhan ke dalam hukuman ¢a’zir, oleh sebab itu penetapan hukuman
yang sesuai akan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.
Adapun jenis-jenis hukuman dalam jarimah ta’zirdibagi menjadi dua yakni
hukuman paling ringan seperti mengur terpidana, mencela,
mempermalukan terpidana dan hukuman terberat seperti hukuman mati.
Abdul Qadir Audah, pakar hukum Islam, mengemukakan beberapa
bentuk hukuman ¢a’zir yang terdapat dalam nash, yaitu:
a. Hukuman peringatan, ancaman, hardikan atau dampratan, dera, dan
pukul.
Jenis-jenis hukuman ini seperti terlihat dalam surat An-nisa ayat
34. Dalam hadist Rasulullah SAW pernah diceritakan bahwa Abu Zarr
al-Giffari pernah didamprat Rasulullah SAW karena mencela ibu
seseorang (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).
b. Hukuman penjara, baik yang bersifat sementara (penahanan sementara).
Rasulullah SAW melakukan penahanan sementara terhadap
seseorang yang dituduh mencuri unta orang lain. (HR. Abu Dawud,

Ahmad bin Hanbal, an-Nasa’i, dan at- Tirmizi dari Bahz bin Hukaim),

5 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, him.118- 119.
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maupun penjara sebagai hukuman tetap, seperti yang dilakukan kepada
seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana.®
¢. Hukuman penyaliban (Hirabah).

Rasulullah SAW pernah mengenakan hukuman salib kepada
seseorang yang dijuluki Abu Nab (HR. Abu Dawud dan Ahmad bin
Hanbal).

d. Hukuman pembunuhan.

Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW: “Siapa saja yang
merusak persatuanmu yang berada di bawah suatu pemimpin dan
berupaya memecahbelahmu, maka bunuhlah ia (HR. al-Jama’ah
mayoritas ahli hadist). Oleh sebab itu, ulama fikih ada yang
membolehkan hakim menerapkan hukuman pembunuhan bagi penyebar
fitnah, mata-mata, orang yang telah berulang kali melakukan tindak
pidana, pelaku homoseksual, lesbian. Apabila hakim melihat suatu
kemaslahatan untuk menerapkan hukuman pembunuhan dalam kategori
ta’zirini dalam fikih Islam disebut dengan a/-qat! as-siyasi.’

3. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan
Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggung jawabkan apabila

pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenai

suatu pertanggungjawaban pidana, maka ia tidak dapat dimintakan

® Wahbah Zuhaili, Al-Figh..., him. 198.
" Musthafa, Al-Qadha fi, him.149.
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pertanggungjawaban. Dalam hal ini, apabila suatu perkara dimana seorang

anak sebagai pelaku dalam tindak kejahatan, dan dalam persidangan tidak

ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka anak harus
dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada prinsipnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh
seorang anak menjadi tanggung jawabnya sendiri, namun di sisi lain, karena
masih seorang anak maka tidak dapat dipisahkan akan orang tua, wali atau
orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan perbuatan
pidana adalah anak tersebut bertanggungjawab dan bersedia untuk disidik,
dituntut serta diadili di tingkat pengadilan. Namun, terdapat beberapa
ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak bisa di proses sama halnya
orang dewasa.

Dalam ketentuan di Bab | KUH Pidana dijelaskan di dalam pasal 45,
46, 47 KUHP ditentukan bahwa anak yang dibawah umur yang melakukan
pidana sebagai berikut:

a. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah 16 (enam belas)
tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut
kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana (Pasal 45 KUHP);

b. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13
(tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya
masih dalam tingkat pelanggaran sebagai mana diatur di dalam Pasal

489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 519, 526, 532, 536 dan 540
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KUHP, dalam hal ini hakim dapat memberikan perintah supaya si
tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk
dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP);

c. Jika hakim menghukum si tersalah, maka dalam hukuman maksimal
dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukum mati, dapat
dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman
tambahan sebagaimana yang disebukan dalam Pasal 10 KUHP huruf b
dan angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP)®2.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa menurut aturan Diversi
sebagaimana ketentuan dalam Pasal Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menjelaskan mengenai aturan yang bersangkutan oleh anak sebagai pelaku
tindak pidana percobaaan pembunuhan harus di lakukan upaya Diversi
terlebih dahulu. Dengan catatan harus mempertimbangkan unsur dari Pasal
9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak
yang konflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas para
pembuat undang- undang sepakat untuk anak yang berusia di bawah 12

tahun merupakan umur anak yang masih belum dapat dipertanggung

8 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, (Alumni, Bandung, 2010), him. 49.
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jawabkan atas perbuatannya, karena ia belum mengerti apa yang ia lakukan.
Namun apabila anak yang berusia 12 (dua belas) tahun melakukan suatu
perbuatan yang diduga pidana dan anak tersebut belum berusia 18 (delapan
belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di dalam persidangan
anak.

Sedangkan dalam hukum Islam pertanggungjawaban kejahatan
menurut hukum Islam adalah pembebasan individu dengan akibat dari
tindakan yang dilakukannya sendiri dimana ia mengerti tujuan-tujuan dan
dampak-dampaknya. Pertanggungjawaban kejahatan itu ditetapkan atas tiga
hal yakni: eksisnya tindakan yang diharapkan, dilakukan dengan kemauan
sendiri dan pelakunya mengerti dampak dari dampak tindakan tersebut®.

Dalam hal ini ada syarat dimana seseorang dapat
dipertanggungjawabkan perbuatannya yakni syaratanya adalah manusia
berakal bisa berfikir, dewasa dan berkeinginan sendiri. Jika salah satu
diantaranya tidak terpenuhi maka tidak dapat dipertanggung jawabkan
perbuatannya tersebut. Karena orang yang tidak berkal dan berfikir
bukanlah orang yang mengerrti dan bukanlah orang memilih sebuah pilihan.
Demikian dengan orang yang belum dewasa yang belum memiliki
kecakapan pikiran.

Maka dalam hal ini, tidak dapat dipertanggung jawabkan bagi anak-
anak, orang gila, orang bodoh orang yang telah kehilangan suatu keinginan

dan orang yang diancam untuk melakukan perbuatan atau terpaksa. Untuk

® Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: BulanBintang, 2005), him. 154
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kapan seorang anak sudah dikatakan baligh dan bisa dipertanggung
jawabkan dalam hukum Islam ini memiliki beberapa pendapat yakni
pertama pendapat yang menyatakan seseorang dikatakan sudah dewasa
apabila sudah keluarnya air mani baik karena mimpi atau karena lainnya
sesuai dengan Q.S. An-Nur; 24;59. Yang kedua pendapat apabila
tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Yang ketiga pendapat mencapai
batasan usia tertentu. Dalam hal ini Madzhab Syafi’l dan Hambali
menuturkan bahwa usai baligh adalah 15 tahun, sedangkan Madzhab
Malikiyyah menuturkan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk
perempuan.©

Dalam hukum Islam anak yang dibawah umur tidak bisa disamakan
dengan orang yang telah mukallaf, sebab terdapat perkara-perkara khusus
yang tidak di punyai oleh seorang anak. Anak yang belum ramyiz, jika ia
melakukan perbuatan jarimah, maka ia tidak dikenai hukuman baik
dijadikan hukuman pidana ataupun dijadikan suatu pembelajaran. Sehingga
ia dilepaskan secara hukum terbebas dari suatu hukuman karena ia belum
memiliki kesadaran berpikir sehingga belum bisa membedakan mana yang
baik dan yang tidak!!.

Dalam pendapat Abu Zahrah mengenai anak yang dibawah umur
baik yang belum tamyiz maupun yang sudah mengenai hukumamnya

disamakan dengan orang gila jika ia mengerjakan tindakan pidana sehingga

10 http:www.academia.edu/10006005/Dewasa_Menurut_Hukum_Islam.(NahrowiSalam)
diakses pada selasa 3 Januari 2023 Pukul 21.24 WIB.
1 bid..., him. 169.
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apabila anak tersebut melakukan tindak pembunuhan baik secara sengaja
maupun tidak maka anak itu tidak dilarang untuk memungut senjata, sebab
tindakannya itu tidak dibolehkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan
yang dapat mengakibatkan kejadian haramnnya hak waris adalah
pembunuhan yang dapat dipidana. Sedangkan anak dibawah umur belum
berhak dipidana®?.

Seseorang yang bisa dipertanggung jawabakan perbuatannya adalah
seseorang yang melakukan perbuatan dengan dibarengi pemahaman bahwa
perbuatan tersebut dilarang(haram). Salah satu alasannya adalah ketidak
cakapan dalam berpikir, sehingga tidak mengerti suatu perbedaan. Orang-
Orang yang masuk dalam kategori tersebut adalah anak-anak, orang tua,
orang gila, orang yang tengah mabuk dan orang yang sedang tertidur®®,

B. Analisis Sanksi Pelaku Anak Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
1. Sanksi Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara

khusus tidak ada (diatur) tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Di

dalam KUHP hanya merumuskan tentang dasar hukum percobaan

12 Muh. Abu Zahrah, Ushul Figh, (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun), him.481.
13 Dahlan, Abdul Azis, Et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996), him.231.
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melakukan kejahatan secara umum, yaitu pada Pasal 53 KUHP yang

berbunyi®#:

a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri;

b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan
dikurangi sepertiga;

c. Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

d. Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.

Jenis- jenis pembunuhan beserta sanksinya sebagaimana dijelaskan

di dalam KUHP sebagai berikut:

a. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang mana
bunyinya:

“Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain

akan diancam dengan pembunuhan yang hukumannya maksimal 15

tahun”?®.

14 pasal 53 KUHP
15 pasal 338 KUHP
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b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan atau biasanya di dahului
dengan suatu tindak pidana lain yang mana dengan tujuan untuk
mempermudah pelaksanaannya. Adapun bunyi Pasal 339 KUHP adalah
sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh
kejahatan dan yang yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan
pembuatan itu, atau jika tertangkap tanga, untuk melepaskan diri sendiri
atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya
dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya dihukum dengan
hukuman penjara seumur hidup atau penjara semenara selama-lamanya
dua puluh tahun™?®,

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencama dilakukan dengan cara yang
tersistematis, yang mana aturan ini dijelaskan di dalam Pasal 340 KUHP
yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.””

16 pasal 339 KUHP
17 pasal 340 KUHP
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d. Pembunuhan Bayi Berencana oleh Ibunya

Pembunuhan bayi oleh ibunya ini biasanya karena niat seorang
ibu yang takut ketahuan bahwa ia akan melahirkan seorang anak dan
telah direncanakan bagaiamana cara membunuhnya, sehingga aturan
dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 342 sebagai mana berikut:

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan
yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan
melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan
atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi
secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan
tahun™28,

e. Pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri

Dalam pembunuhan bayi oleh ibunya ini terjadi karena seketika
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 341 berikut:

”Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya
pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah melahirkan
karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena
pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh

tahun”?°.

18 pasal 342 KUHP
19 pasal 341 KUHP
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f. Dokter atau Bidan atau Tukang Obat yang Membantu Menggugurkan
Kandungan

Aturan ini diatur di dalam Pasal 346, 347, 348 KUHP
diantaranya dalam Pasal 346 KUHP yang menggunakan izin ibunya
yang bunyinya sebagai berikut:

“Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati
kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.2%”

Sedangkan dalam Pasal 347 KUHP aturan ini tanpa izin ibunya
yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja
menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak
dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua belas tahun”?L,

“Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas”

Sedangkan dalam Pasal 348 KUHP hal ini dengan persetujuan
ibunya yang bunyinya sebagai berikut:“Barangsiapa dengan sengaja

menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan

20 pasal 346 KUHP
21 pasal 347 KUHP
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izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya
lima tahun enam bulan”.

“Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”?2,

g. Menyuruh atau Membantu Membunuh

Apabila seseorang sengaja membantu atau menyuruh orang lain
agar bunuh diri maka hal ini dikenai Pasal 345 yang bunyinya:

“ Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang suapya
membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi
ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara
selamalamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”.

h. Pembunuhan Atas Permintaan Orang yang Bersangkutan

Apabila seseorang ingin dibunuh atas kemauannya sendiri maka
hal ini dikenai Pasal 344 KUHP yang bunyinya:

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan
orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-
sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”?%,

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP bahwa terkait sanksi
percobaan pembunuhan adalah dihukum maksimum pidana pokok terhadap
kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga dan jika kejahatan diancam

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara

22 pasal 348 KUHP
23 pasal 344 KUHP
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paling lama lima belas tahun. Hal ini tergantung dengan jenis kejahatan
yang dilakukan dan berat ringannya ancaman.

Sedangkan sanksi percobaan pembunuhan dalam hukum islam
adalah dengan hukuman takzir. Walaupun pembunuhan sendiri dalam Islam
termasuk perbuatan yang kejam, keji dan termasuk dosa besar. Sehingga
dalam hal ini sanksi pembunuhan adalah gisas sebagai mana dijelaskana
dalam QS Al- Bagarah 178 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash
berkenaan dengan orangorang yang dibunuh”.

Sanksi gisas ini dilakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja.
Tetapi apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksi gisas ini
tidak berlaku dan diganti dengan membayar diyat yang berupa seratus ekor
unta®,

Sedangkan untuk pelaku pembunuhan karena kesalahan sanksinya
juga diyat atau membayar kafarat (memerdekakan budak) namun jika tidak
mampu pelaku diberikan sanksi moral berupa puasa selama dua bulan
berturut-turut atau pihak keluarga memaafkaannya. Dan sanksi tambahan
berupa hilangnya hak warisnya dan hak mendapat wasiat?>.

Adapun untuk pembunuhan semi sengaja menurut hukum Islam
hukumannya terdiri dari sanksi pokok, pengganti dan sanksi tambahan.

Untuk sanksi pokok pelaku diperuntukan membayar diyat dan kafarat.

24 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 264.
%5 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), him.
173.
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Sedangkan sanksi penggantinya adalah fa’zir, dan untuk sanksi
tambahannya adalah pencabutan wasiat dan hak waris?®.
2. Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Yang Dilakukan Anak

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk keadilan yang berpusat
pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan serta masyarakat. Yang mana
dalam hal ini lebih menekankan kepada perbaikan ataupun pemulihan
keadaan dalam sebuah peristiwa yang telah terjadi dan bukan merupakan
bagian dari pada pembalasan. Lain halnya dengan keadilan retributif yang
mana lebih menekankan dalam tindak pembalasan?’.

Diversi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah
menjamin terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi
korban. Sedangkan dalam penjelasan umumnya mengenai tujuan diversi ini
adalah:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berartisipasi;

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.?®

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 173.
27 Agus Tridiatno Yoachim, Keadilan Restoratif, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)

him. 27
28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
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Namun disisi lain diatur juga aturan mengenai ketentuan diversi
yakni di dalam pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

a. Penyidik, Penuntut Umum dan hakim dalam melakukan Diversi harus
mempertimbangkan:
1) Kategori tindak pidana;
2) Umur anak;
3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan
atau keluarga.

Anak korban serta kesediaan anak beserta keluarga, kecuali untuk:

1) Tindak pidana berupa pelanggaran;
2) Tindak pidana ringan;
3) Tindak pidana tiada korban; atau
4) Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari upah minimum
provinsi pada daerahnya.
Kewenangan Diversi dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor
11 Tahum 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7
Avyat (1) dan (2) yakni:
1) Padatingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak

di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
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2) Diversi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal (1) dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang berupa:
a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana?®.

Dalam ketentuan Pasal 6 huruf a, dijelaskan bahwa Diversi
yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yang notabene bertumpu pada suatu kesepakatan atau
perjanjian perdamaian antara pihak korban dana/atau keluarga korban
dengan pihak anak dan keluarga anak sebagai pelaku. Untuk mencapai
kesepakan dalam hal ini pelaksanaan diversi perlu diikuti dan dilakukan
oleh penyidik, penuntut umum, hakim melalui tahapan musyawarah
dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang
tua wainya, pembimbing kemasyrakatan dan pekerja sosial profesional
dengan mengedepankan:*°
1) Kepentingan korban;

2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;

3) Penghindaran stigma negatif;

4) Penghindaran pembalasan;

5) Keharmonisan masyarakat;

6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;

7) Kategori tindak pidana;

29 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
%0 pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1).
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8) Usia anak;
9) Hasil penelitian dari balai permasyrakatan;
10) Dukungan lingkungan keluarga.

Sedangkan dalam hukum Islam diversi atau upaya perdamaian
terhadap pihak yang berkonflik ini dikenal dengan istilah al-islah yang
artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan kerusakan
sehingga berusaha menciptakan sebuah perdamaian antara satu dengan
yang lainnya.

Dalam pendapat Ahmad Ramz, islah dalam hukum Islam adalah
suatu konsep dalam penyelesaian suatu perkara. Adapun prinsip
prinsipnya yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, yang kedua
adalah adanya para pihak yakni pihak yang berkonflik dalam kejahatan
baik korban dan pelaku serta mediator, yang ketiga adalah adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam hukum pidana Islam menyelesaikan suatu masalah
sebelum suatu perbuatan itu diadili adalah dilakukan sebuah
musyawarah perkara dengan baik dan adil tetapi tetap akan
menimbulkan kejeraan bagi pelaku tindak pidana.

Hukum Islam sangat menekankan adanya alternatif
penyelesaian perkara diluar daripada mekanisme peradilan hal ini

dijelaskan dalam Quran surat Al- Hujurat ayat 9 yang berbunyi:
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9. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari
keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka
perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu
kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan
adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil®L,

Dalam hukuman sanksi pembunuhan menurut Islam adalah
dengan di hukum gisas. Sedangkan menurut imam nawawi dalam a/-
majmu’ syarah al- muhazzab dijelaskan bahwa saksi bagi pelaku
pembunuhan yang masih dibawah umur adalah membayar diyat
semata. Dan anak yang dibawah umur ini tidak wajib di gisas atas
perbuatannya.

Mengenai batasan usia anak menurut hukum Islam berbeda-
beda pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan seseorang
dikatakan sudah dewasa apabila sudah keluarnya air mani baik karena

mimpi atau karena lainnya sesuai dengan Q.S. An-Nur; 24;59. Yang

kedua pendapat apabila tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Yang

31 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. I; Depok: Sabiq,
2012), him. 324.
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ketiga pendapat mencapai batasan usia tertentu. Dalam hal ini Madzhab
Syafi’l dan Hambali menuturkan bahwa usai baligh adalah 15 tahun,
sedangkan Madzhab Malikiyyah menuturkan 18 tahun untuk laki-laki
dan 17 tahun untuk perempuan.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa apabila anak yang berusia
di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun melakukan suatu tindak pidana
percobaan pembunuhan maka disini sanskinya maksimum pidana
pokok kejahatan (pembunuhan Pasal 338 KUHP) dikurangi sepertiga
(percobaan pembunuhan Pasal 53 KUHP) dikurangi lagi setengah dari
hukuman orang dewasa (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun, apabila ancamannya dihukum
mati maka hukumannya adalah maksimal 10 tahun. Sedangkan dari
hukum Islam mengenai aturan percobaan tindak pidana pembunuhan
oleh anak berbeda dari pada konteks sanksi yang diberikan kepada
orang dewasa meskipun ancaman pembunuhan menurut hukum Islam
diancam dengan gisas dan untuk anak sendiri diancam dengan
hukuman membayar diyat. Untuk jarimah yang belum selesai ini anak
yang sudah masuk kategori baligh bisa dikenai ancaman hukuman
ta’zir dan untuk anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman.

Hal ini dapat dijelaskan secara singkat ke dalam bentuk tabel
mengenai  ketentuan pertangggungjawaban dan sanksi pidana

percobaan pembunuhan oleh anak adalah sebagai berikut:
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Hukum Positif

Hukum Pidana Islam

Kategori Anak

Sebelum usia 18 tahun yaitu
anak yang belum berumur 18
tahun dan belum pernah

menikabh.

Sebelum wusia Baligh
(Menurut madzhab
syafii dan hambali : usia
baligh adalah 15 tahun

Menurut madzhab
maliki usia baligh

adalah 18 tahun)

Pertanggungjawab

an

Usia 8-12 tahun :
Dikembalikan ke orang tua

Usia 13-15 tahun :

Akan diserahkan ke
pemerintah  atau  badan
hukum swasta untuk
mendidik sampai dengan
berusia 18 tahun. Dan
apabila Hakim tidak
menemukan hal-hal yang
dapat menghapus
pertanggungjawaban

perbuatannya, maka si anak

dinyatakan mampu

Anak belum

yang
tamyiz : tidak dihukum,
dibebaskan.

Anak yang sudah baligh

akan dimintai
pertanggungjawaban
pidana.
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bertanggungjawab sehingga
harus dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana.

Sanksi

Memperhatikan Pasal 338
KUHP Jo Pasal 53 ayat (1)
KUHP  serta  Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan
Anak.

Pidana Sehingga

maksimum pidana pokok

kejahatan dikurangi
sepertiga  dikurangi  lagi
setengah  dari  hukuman

orang dewasa.

ta’zir, yang mana
bentuk hukuman dari
pada takzir ini ada tiga
yakni hukuman fisik
berupa ancaman,
cambukan, pengasingan
dan penjara, hukuman
atas  harta  berupa
penyitaan harta, ganti
rugi serta pemusnahan

harta, dan yang ketiga

hukuman mati, dan

dalam menentukan
hukumannya akan
diserahkan kepada

hakim.




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku percobaan tindak pidana
pembunuhan menurut hukum positif adalah dengan mempertimbangkan
Pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, apabila tidak
ditemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, maka si anak
dinyatakan mampu bertanggungjawab secara hukum. Sedangkan menurut
hukum pidana Islam, anak yang masuk kategori baligh akan dimintai
pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang diberikan oleh hakim.

2. Sanksi pelaku anak dalam percobaan pembunuhan menurut hukum positif
hukumannya adalah maksimum pidana pokok (pembunuhan Pasal 338
KUHP) dikurangi sepertiga (Pasal 53 ayat 1 KUHP), serta dikurangi lagi
setengah dari hukuman orang dewasa (UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan sanksi pelaku anak dalam hukum
Islam yang sudah masuk dalam kategori baligh akan dikenai sanksi hukuman
takzir.

B. Saran
Adapun saran dari penulis yang pertama bagi pemerintah harus
meningkatkan upaya diversi terhadap berbagai kasus anak. Yang kedua bagi
orang tua yakni harus mendidik dan mengawasi anaknya agar berperilaku baiSk

dan tidak melakukan berbagai perbuatan yang dilarang bagi hukum.
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